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ABSTRAK 
 
 
EDWIN DAMIL PERMANA (B 111 09 357) Implikasi Yuridis Putusan 
Pengadilan yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Putusan 
Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg.). Di bawah bimbingan Prof. Syukri Akub 
sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pebimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana formil khususnya mengenai syarat sahnya putusan 
pemidanaann sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k 
juncto ayat (2) KUHAP pada Putusan Nomor : 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg. 
dan implikasi yuridisnya apabila putusan tersebut ditemukan tidak 
memenuhi syarat putusan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud 
dalam KUHAP tersebut. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang serta 
Perpustakaan Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Unhas. Metode 
pengumpulan data yang dipakai adalah metode kepustakaan dan metode 
wawancara yang kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan metode 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Dalam penerapan hukum 
pidana formil khususnya mengenai syarat sahnya putusan pemidanaan, 
maka pada Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., terdapat syarat 
yang tidak dipenuhi oleh putusan tersebut yakni syarat yang diatur dalam 
Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi,”perintah supaya 
terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. (2). Tidak 
dipenuhinya syarat formil yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k 
KUHAP tersebut pada Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., 
mengakibatkan implikasi yuridis berupa putusan yang batal demi hukum. 
Namun, implikasi batalnya putusan tersebut tidaklah bersifat mutlak 
karena harus melalui pernyataan batal oleh insitusi yang berwenang untuk 
itu yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sengkang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap manusia yang hidup pada dasarnya memiliki hak asasi atas 
dirinya sendiri yang wajib dihormati oleh semua orang. Hak asasi adalah 
hak-hak dasar manusia yang oleh khalayak umum dikenal dengan 
sebutan Hak Asasi Manusia (human rights). Bagi sebuah negara 
demokrasi seperti Indonesia adalah suatu kewajiban untuk melindungi dan 
menjamin Hak Asasi Manusia warga negaranya. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
atau yang  biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) kemudian hadir dengan perhatian 
yang lebih besar terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, 
KUHAP juga hadir sebagai pedoman yang lebih progresif bagi penegak 
hukum dalam menjalankan tugasnya ketimbang peraturan-peraturan 
terdahulu seperti HIR/RIB yang mengatur tentang tata cara memproses 
perkara pidana . 
Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP disusun 
berdasarkan keseimbangan antara pemberian kewenangan yuridis 
kepada penegak hukum dalam memproses perkara pidana dan 
perlindungan bagi tersangka/terdakwa/terpidana agar hak asasinya tidak 
dikebiri selama berproses dalam suatu perkara pidana. Bagi aparat 
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penegak hukum, KUHAP merupakan pedoman umum yang mengatur 
proses-proses dalam beracara perkara pidana dimulai dari tingkat 
penyelidikan hingga sampai pada tingkat pelaksanaan putusan 
pengadilan. 
Putusan Pengadilan pada dasarnya terdiri atas putusan pemidanaan 
dan putusan bukan pemidanaan yang kemudian dibagi lagi ke dalam 
putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Khusus 
mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam putusan pemidanaan, 
Pasal 197 KUHAP menyebutkan: 
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA” 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan terdakwa; 
c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat 
tuntutan; 
f. Pasa peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa; 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 
hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 
disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan; 
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i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti; 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat 
surat otentik yang palsu; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 
tahanan atau dibebaskan; 
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama  
hakim yang memutus dan nama panitera. 
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b, c, d, 
e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 
hukum. 
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan 
dalam undang-undang ini. 
Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atas memuat syarat-syarat yang harus 
dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Kemudian pada ayat berikutnya, 
Pasal 197 ayat (2) KUHAP, dijelaskan bahwa apabila suatu surat putusan 
pemidanaan tidak memuat syarat-syarat sahnya suatu putusan yang 
diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, 
maka putusan tersebut berakibat batal demi hukum.  
Menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi hukum, 
pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang 
dijatuhkan:1 
 Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula; 
 Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan 
dan akibat hukum; 
                                                             
1 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 
385 
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 Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak 
semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya 
eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. 
Untuk menghindari putusan menjadi batal demi hukum, maka 
diperlukan kelengkapan dari syarat-syarat surat putusan pemidanaan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) juncto ayat (2) 
KUHAP. Dengan lengkapnya persyaratan tersebut, maka permasalahan 
yang tidak diinginkan tidak akan terjadi di kemudian hari.  
Selain itu, kelengkapan atas penerbitan surat putusan pemidanaanini  
memang diperlukan agar dengan demikian, kewibawaan serta rasa 
menjunjung dan rasa hormat selalu terpelihara atas badan-badan 
peradilan. 2  Dengan terjaganya kewibawaan badan peradilan, maka 
tentunya berbanding lurus pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
badan-badan peradilan yang ada di Indonesia. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan untuk melakukan 
studi kasus pada Putusan No.153/Pid.Sus/2011/PN.Skg, yang menurut 
penulis dalam putusan tersebut terdapat ketidaklengkapan persyaratan 
putusan pemidanaan karena tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) 
huruf k KUHAP yang berbunyi,“perintah supaya terdakwa ditahan atau 
tetap berada dalam tahanan atau dibebaskan”. Berdasarkan ketentuan 
lanjutan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya 
                                                             
2 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 
147 
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ketentuan huruf k pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam suatu putusan 
dapat berakibat putusan tersebut batal demi hukum. 
Walaupun ketentuan yang ada pada Pasal 197 ayat (1) huruf k 
juncto ayat (2) KUHAP telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 tertanggal 20 (dua puluh) November 
2012. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut 
atau non retroactive sedangkan putusan yang penulis teliti diputus pada 
tanggal 1 (satu) November 2011 oleh Pengadilan Negeri Sengkang 
sehingga ketentuan Pasal 197 ayat (1) juncto ayat (2) KUHAP tersebut 
tetap berlaku pada putusan yang penulis teliti. 
 Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k juncto ayat 
(2) KUHAP pada Putusan No.153/Pid.Sus/2011/PN.Skg seharusnya 
mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum dan seharusnya tidak 
memiliki daya untuk dieksekusi. Namun, dalam penerapannya putusan 
tersebut berstatus telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya 
putusan tersebut telah dieksekusi dan Terpidana harus menjalani masa 
pemidanaannya.   
Hal ini tentunya berpotensi melanggar hak asasi yang dimiliki oleh  
Terpidana akibat dieksekusi oleh putusan yang batal demi hukum. Di sisi 
yang lain, aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk 
menegakkan hukum agar ketertiban umum dan kewibawaan serta 
kepercayaan publik terhadap insititusi hukum tetap terjaga dengan baik.  
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Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan 
mengadakan penelitian tentang penerapan hukum formil mengenai syarat 
sahnya putusan pemidanaan ini dan implikasi yuridisnya jika suatu 
putusan tidak memenuhi syarat sahnya putusan pemidanaan tersebut. 
Atas dasar itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: 
 “Implikasi Yuridis atas Putusan Yang Tidak Memenuhi Syarat 
Sahnya Putusan Pemidanaan” (Studi Kasus Putusan Nomor 
:66/Pid.Sus/2011/PN.Skg.). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka 
ada beberapa masalah yang perlu diteliti, dan akan penulis rumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana formil tentang syarat 
sahnya putusan pemidanaan dalam Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg ? 
2. Bagaimanakah implikasi yuridis atas putusan yang tidak 
memenuhi syarat sahnya putusan pemidanaan (Studi kasus 
Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg.) ? 
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C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana formil khususnya 
tentang syarat sahnya putusan pemidanaan dalam Putusan 
Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg. 
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis yang diakibatkan oleh putusan 
yang tidak memenuhi syarat sahmya putusan pemidanaan (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Putusan Pengadilan 
1. Pengertian Putusan Pengadilan 
Pasal 1 butir 8 KUHAP menyebutkan:  
“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini”. 
 
Putusan pengadilan, menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik 
yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau 
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan 
semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Adapula 
yang mengartikan putusan pengadilan sebagai terjemahan dari kata vonis, 
yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.3 
Dalam buku Kamus Hukum Internasional dan Indonesia karya 
Michael R. Purba mengartikan putusan pengadilan sebagai hasil atau 
kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada 
pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum.4 
Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan Pengadilan, tergantung 
hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh 
dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti 
                                                             
3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54. 
4Michael. R. Purba, Kamus Hukum Internasional & Indonesia (Jakarta: Widyatamma, 2009), 
hlm. 349. 
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dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Fungsi utama dari surat 
dakwaan disini adalah menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara 
dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan 
harus didasarkan dari isi surat dakwaan.5 
Ketua Majelis Hakim berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat. 
Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara 
terbanyak. Adakalanya para Hakim berbeda pendapat atau pertimbangan 
sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut 
terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling 
menguntungkan Terdakwa. Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan 
tersebut dicatat dalam buku Himpunan Putusan yang disediakan secara 
khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.6 
Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan 
pembuktian. Pembuktian dalam sidang Pengadilan perkara pidana 
merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum 
Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. 
Pembuktian di sidang Pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, 
sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan 
didukung dengan keyakinan Hakim.7 
 
                                                             
5 M. Yahya Harahap, Op. Cit.,  hlm. 346-347 
6 Evi Hartanti, Loc. Cit. 
7 Ibid. 
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2. Penetapan Pengadilan dan Perbedaannya dengan Putusan 
Pengadilan 
Penetapan Penetapan Pengadilan tidak bisa dilepaskan dari Hukum 
Acara Perdata karena penetapan pengadilan berasal dari keputusan 
pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan 
dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, poligami, perwalian, itsbat 
nikah dan sebagainya. Pada Penetapan Pengadilan hanya ada pemohon 
tidak ada lawan hukum dalam pemeriksaan perkaranya. 
Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan 
menggunakan kata “menetapkan” dalam surat penetapan pengadilannya. 
Berdasarkan sifatnya, Penetapan Pengadilan ini hanya bersifat sebagai 
putusan declaratoir yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan 
tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.8  
Putusan declaratoir bersifat menerangkan atau menyatakan apa 
yang sah, misalnya soal status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang 
sah.9 Artinya, putusan declaratoir tidak merubah atau menciptakan suatu 
hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata 
terhadap keadaan yang telah ada. 
 
 
                                                             
8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 876 
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty: Yogyakarta, 2006), hlm. 
230. 
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a. Perbedaan Penetapan Pengadilan dan Putusan Pengadilan 
Penetapan Pengadilan dan Putusan Pengadilan sama-sama 
merupakan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun, menurut 
penulis, terdapat beberapa perbedaan antara Penetapan Pengadilan dan 
Putusan Pengadilan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 
 Pada Putusan Pengadilan terdapat dua pihak yang 
berperkara, baik itu antara pihak Kejaksaan dengan Terdakwa 
dalam perkara pidana maupun antara Penggugat dengan 
Tergugat dalam perkara perdata sedangkan dalam Penetapan 
Pengadilan hanya terdapat satu pihak yaitu pemohon yang 
mengajukan permohonan ke Pengadilan. 
 Dari segi amar putusannya,  pada Putusan Pengadilan, Hakim 
menggunakan kata “megadili’ sedangkan pada Penetapan 
Pengadilan, Hakim menggunakan kata “menetapkan” dalam 
amar putusannya. 
 Putusan Pengadilan merupakan suatu penyelesaian sengketa 
yang terjadi baik antara negara dengan pelaku kejahatan 
dalam perkara pidana mapun antara Penggugat dengan 
Tergugat dalam perkara perdata sedangkan Penetapan 
Pengadilan  merupakan suatu penetapan atas suatu 
permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa ada konflik 
atau sengketa yang melatarbelakanginya. 
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3. Bentuk Putusan Pengadilan  
a. Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili 
Setelah berkas perkara dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan, Ketua 
Pengadilan Negeri kemudian mempelajari berkas perkara tersebut untuk 
menentukan apakah berkas perkara tersebut termasuk ke dalam 
wewenang Pengadilan Negeri setempat atau tidak. Seandainya Ketua 
Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk 
wewenangnya dikarenakan:10 
 Tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; atau 
 Sekalipun Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, 
diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan 
Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang 
dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat 
dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. 
Maka dalam hal yang diatas, Pengadilan Negeri yang menerima 
pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan 
Negeri yang lain yang berwenang mengadili. Untuk itu, Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan harus menyerahkan surat pelimpahan perkara 
tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berwenang 
                                                             
10 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP... Op, Cit., hlm. 
357 
13 
 
mengadilinya. Kemudian, Pengadilan Negeri mengeluarkan “surat 
penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili. 11 
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi 
setelah persidangan dimulai dan Jaksa Penuntut Umum membacakan 
surat dakwaan maka Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa diberi 
kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut 
antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak 
berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut untuk 
mengadili perkara tersebut. Jika Majelis Hakim berpendapat sama dengan 
Penasehat Hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan 
Negeri tidak berwenang mengadili.12 
b. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 
 Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, 
apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam membuat surat dakwaan adalah:13  
Syarat formal: 
 Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh 
Penuntut Umum; 
                                                             
11 Ibid., hlm. 357-358 
12 Evi Hartanti, Op. Cit., hlm. 55 
13 Hari Sasangka, Lily Rosita, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 174 
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 Berisi identitas Terdakwa. 
Syarat material: 
 Memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, maka apabila 
syarat material diatas tidak dipenuhi oleh suatu surat dakwaan maka surat 
dakwaan tersebut batal demi hukum.  
c. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 
pada dasarnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum sebab 
putusan tersebut dijatuhkan karena:14 
1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik 
aduan tidak ada; 
2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah 
pernah diadili (nebis in idem); dan 
3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa 
(verjaring). 
d. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas Dari 
Segala Tuntutan Hukum 
                                                             
14 Evi Hartanti, Op. Cit., hlm. 56 
15 
 
Putusan yang menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan 
hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: 
“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum”. 
Pada masa lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
disebut onslag van recht vervolging, yang sama maksudnya dengan Pasal 
191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum, berdasar kriteria:15 
1) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti 
secara sah dan menyakinkan; 
2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan tidak merupakan suatu tindak 
pidana. 
Dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi, Evi Hartanti 
menyebutkan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat 
disebabkan:16 
1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan 
tindak pidana; 
                                                             
15 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP... Op. Cit., hlm. 
352 
16 Evi Hartanti, Loc. Cit. 
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2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan 
Terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut 
antara lain: 
a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); 
b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/overmacht 
(Pasal 48 KUHP); 
c) Adanya pembelaan Terdakwa (Pasal 49 KUHP); 
d) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP); 
e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
e. Putusan Bebas 
Putusan bebas berarti Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 
dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal. 
Inilah pengertian Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari 
segala tuntuan hukum, dari arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya 
Terdakwa “tidak ditahan”.17 
Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai 
majelis hakim yang bersangkutan:18 
1) Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang 
Secara Negatif 
                                                             
17 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP... Op. Cit., hlm. 
347 
18 Ibid., hlm. 348 
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Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup 
membuktikan kesalahan Terdakwa dan sekaligus kesalahan Terdakwa 
yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh Hakim. 
2) Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian 
Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya 
adalah dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan 
Hakim.  
f. Putusan Pemidanaan 
Pemidanaan berarti Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepada Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) 
KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa didasarkan 
pada penilaian Pengadilan. Jika Pengadilan berpendapat dan menilai 
Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap 
Terdakwa.19 
 
 
                                                             
19 Ibid., hlm. 354 
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Bentuk-bentuk pemidanaan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 
10 KUHP adalah: 
1) Hukuman-hukuman pokok: 
a) Hukuman mati; 
b) Hukuman penjara; 
c) Hukuman kurungan; 
d) Hukuman denda. 
2) Hukuman-hukuman tambahan: 
a) Pencabutan hak-hak tertentu; 
b) Perampasan barang tertentu; 
c) Pengumuman putusan hakim. 
Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada 
seorang Terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah 
untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang 
disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Undang-Undang 
memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman 
“minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana 
yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 
KUHP.20 
                                                             
20 Ibid.  
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Namun, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, untuk 
mencapai putusan yang setimpal dan adil, Hakim harus terlebih 
dahulu memperhatikan hal-hal berikut ini:21 
1) Sifat tindak pidana; 
2) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana; 
3) Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak 
pidana; 
4) Pribadi Terdakwa; 
5) Sebab-sebab melakukan tindak pidana; 
6) Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan; dan 
7) Kepentingan umum. 
Seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan, Terdakwa berada 
dalam status tidak ditahan, maka Pengadilan dapat mengambil salah satu 
dari alternatif status yang akan diperintahkan terhadap Terdakwa sebagai 
berikut:22 
a. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam status “tidak 
ditahan”. Hal ini berlaku bagi putusan perkara pidana yang 
masih berada di Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan 
Negeri. Perintah agar Terdakwa tetap dalam status “tidak 
ditahan” ini bertujuan untuk menghindari penahanan yang tidak 
                                                             
21 Evi Hartanti, Op. Cit., hlm. 57 
22 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP... Op. Cit., hlm. 
355 
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dapat dipertanggungjawabkan secara moral karena putusan 
Pengadilan pada tingkat pertama ini bisa saja dapat dibatalkan 
oleh putusan Pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi. 
b. Pengadilan dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan. 
Dalam hal perintah penahanan ini, Hakim lebih dahulu meneliti 
apakah perkara yang didakwakan benar-benar memenuhi 
syarat ketentuan Pasal 21 KUHAP. Perintah penahanan 
terhadap Terdakwa baru sah dan memenuhi syarat, apabila 
tindak pidana yang didakwakan memenuhi syarat yang 
ditentukan pada Pasal 21 KUHAP. 
Kemudian dalam hal Terdakwa berstatus tahanan saat putusan 
pidana dijatuhkan, maka opsi yang dapat diambil oleh Pengadilan, sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b, adalah sebagai 
berikut:23 
a. Memerintahkan Terdakwa “tetap berada dalam tahanan”. Jadi, 
kalau pada saat Pengadilan menjatuhka  putusan pemidanaan 
terhadap Terdakwa yang kebetulan sedang ditahan, pada saat 
putusan dijatuhkan atau diucapkan, sekaligus dengan perintah 
supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
b. Memerintahkan “pembebasan Terdakwa dari tahanan”.  
Memang terdengar kontradiksi ketika terdapat perintah 
“pembebasan Terdakwa dari tahanan” padahal Terdakwa 
                                                             
23 Ibid., hlm. 356 
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dijatuhi pidana oleh Pengadilan. Namun, dalam hal ini Undang-
undang sendiri yang membatasinya: “Sepanjang perintah 
pembebasan itu mempunyai alasan yang benar-benar masuk 
akal”. Contohnya, ketika putusan pidana yang dijatuhi 
Pengadilan melampaui masa tahanan yang telah diterima oleh 
Terdakwa selama proses Penyidikan hingga proses 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan selesai. 
4. Syarat Putusan Pengadilan 
mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam putusan 
pemidanaan diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: 
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA” 
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan terdakwa; 
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan kesalaham terdakwa; 
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat 
tuntutan; 
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan terdakwa; 
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 
hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana 
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disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan; 
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti; 
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat 
surat otentik dianggap palsi; 
k. perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam 
tahanan atau dibebaskan; 
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama 
hakim yang memutus dan nama panitera. 
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, 
e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 
hukum. 
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan 
dalam undang-undang ini. 
Selain itu, ketentuan mengenai putusan bukan pemidanaan diatur 
dalam Pasal 199 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 
ayat (1) kecuali huruf e, f dan h; 
b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan 
alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar putusan; 
c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia 
ditahan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 
(2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. 
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B. Tahapan Penyelesaian Perkara Pidana 
1. Laporan atau Pengaduan 
Pasal 108 KUHAP menyebutkan: 
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan 
atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak 
pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan 
kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun 
tertulis. 
(2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan 
keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik 
wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada 
penyelidik atau penyidik. 
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan 
tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang 
merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu 
kepada penyelidik atau penyidik. 
(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. 
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus 
dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau 
pengadu dan penyidik. 
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau 
penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan 
atau pengaduan kepada yang bersangkutan. 
Pada umumnya, terhadap orang-orang yang tidak melaporkan 
atau mengadukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
ketentuan di atas tidak dikenakan sanksi pidana bagi mereka. 
Namun, hal tersebut dikecualikan apabila mereka tidak melapor atau 
mengadu tentang kejadian-kejadian besar sebagaimana diatur dalam 
Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP24.  
 
                                                             
24 M. Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan 
Resmi dan Komentar (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 100 
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2. Penyelidikan 
Menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP dijelaskan bahwa peyelidikan adalah 
serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 
Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 
Kewenangan Penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yang 
menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh 
Penyelidik adalah sebagai berikut: 
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang: 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 
2) Mencari keterangan dan barang bukti; 
3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
b. Atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:  
1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan, dan penyitaan; 
2) Pemeriksaan dan penyitaan surat; 
3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
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4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 
Atas kewenangan Penyelidik tersebut, sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 5 Ayat (2) KUHAP, Penyelidik membuat dan menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan tindakan yang dilakukan selama proses 
penyelidikan kepada Penyidik. 
3. Penyidikan 
Pasal 1 Butir 2 KUHAP menyebutkan: 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya”. 
Kemudian pada Pasal 6 KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik adalah 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri 
Sipil  tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 
Kewenangan Penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP. 
Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 
peristiwa tindak pidana, Penyidik memberitahukan kepada Penuntut 
Umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 25 . 
Penyidik, dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan kewenangan 
yang diberikan oleh KUHAP, dapat melakukan berbagai tindakan sebagai 
berikut: 
                                                             
25 Mustafa Bola, Judhariksawan, Pedoman Penyelesaian Perkara Hukum (Makassar: 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004), hlm. 23 
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a. Penangkapan 
Pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) 
memuat suatu asas: 
“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas 
perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.  
Maksud dari asas yang terkandung dalam Pasal 7 UU 
Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah untuk melindungi hak asasi 
manusia. Oleh karena itu, seorang pejabat apakah ia Penyidik atau 
peyelidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat dengan 
sembarangan menangkap seseorang26. 
Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atas 
perintah Penyidik yang berwenang. Pelaksanaan tugas 
penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan 
tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus 
segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada 
kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu yang terdekat27. 
                                                             
26 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek (Bandung: Mandar 
Maju, 2001), hlm. 58 
27 Mustafa Bola, Judhariksawan, Loc. Cit. 
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Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang 
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup. Penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. 
Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) KUHAP, pelaku pelanggaran 
tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil 
secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu 
tanpa alasan yang sah. 
b. Penahanan 
Kewenangan untuk melakukan penahanan ini tidak hanya diberikan 
kepada pihak Penyidik. Selain Penyidik, kewenangan penahanan 
terhadap Tersangka atau Terdakwa ini juga diberikan kepada pihak 
Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi dan 
Hakim Mahkamah Agung.  
Syarat-syarat mengenai penahanan ini dapat dibagi dalam dua 
bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat-syarat 
subjektif dilakukannya penahanan adalah apabila Penyidik menganggap 
keadaan menimbulkan kekhawatiran Tersangka akan:28 
1) Melarikan diri. 
2) Merusak atau menghilangkan barang bukti. 
3) Mengulangi tindak pidana. 
                                                             
28 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 71 
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Kemudian, syarat-syarat objektif dilakukannya penahanan adalah 
sebagai berikut:29 
1) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 
tahun atau lebih. 
2) Tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 Ayat (4) huruf b 
KUHAP, yaitu ancaman hukuman yang kurang dari 5 tahun 
meliputi beberapa pasal KUHP dan perundang-undangan di 
luar KUHP seperti Pasal 25 dan 26 Ordonansi Bea, Pasal 1, 
2, dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi dan Pasal 
36 Ayat (7), 41, 42, 43, 47 dan 48 Undang-Undang tentang 
Narkotika. 
Penahanan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan 
perkara pidana, karena pemeriksaan atas diri Tersangka atau Terdakwa 
akan lebih mudah dan lancar apabila Tersangka berada dalam tahanan 
ketimbang berada di luar tahanan. Selain itu, kemungkinan Tersangka 
atau Terdakwa untuk melarikan diri atau mempengaruhi saksi yang 
mengetahui tentang perbuatan Tersangka atau Terdakwa dapat dicegah 
apabila Tersangka atau Terdakwa tersebut berada dalam tahanan. 
Jenis penahanan dapat berupa:30 
1) Penahanan rumah tahanan negara; 
                                                             
29 Ibid. 
30 Mustafa Bola, Judhariksawan, Op. Cit., hlm. 26 
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2) Penahanan rumah. Penahanan rumah dilaksanakan di 
tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau 
Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya 
untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
3) Penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota 
tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau 
Terdakwa , dengan kewajiban bagi Tersangka atau 
Terdakwa melapor pada waktu yang ditentukan. 
Penahanan merupakan salah satu tindakan perampasan terhadap 
kebebasan yang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh 
seseorang. Oleh karena itu, dalam KUHAP memberikan batas waktu 
penahanan bagi aparatur penegak hukum dalam menangani pemeriksaan 
perkara pidana. Batas waktu penahanan tersebut diatur dalam Pasal 24 
sampai dengan Pasal 28 KUHAP yaitu: 
1) Bagi Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan 
penahanan terhadap Tersangka selama 20 (dua puluh) hari. 
Apabila jangka waktu dua puluh hari ternyata pemeriksaan 
belum selesai, maka penyidik dapat memohon untuk 
memperpanjang masa penahanan tersebut kepada Kepala 
Kejaksaan Negeri untuk selama 40 (empat puluh) hari. 
Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Penyidik harus 
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mengeluarkan Tersangka dari tahanan walaupun 
pemeriksaan belum selesai; 
2) Bagi Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk 
melakukan penahanan terhadap Tersangka selama 20 (dua 
puluh) hari, apabila setelah jangka waktu tersebut tersangka 
masih perlu ditahan Penuntut Umum dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan penahanan tersebut kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk selama 30 (tiga puluh) hari. 
Setelah jangka waktu 50 (lima puluh) hari itu berakhir, maka 
Penuntut Umum harus mengeluarkan Tersangka dari 
tahanan demi hukum; 
3) Bagi Hakim Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk 
menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, apabila 
setelah jangka waktu tersebut ternyata Terdakwa masih 
perlu ditahan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat 
mengeluarkan perpanjangan masa tahanan selama 60 
(enam puluh) hari. Setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) 
hari itu lewat, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari 
tahanan demi hukum walaupun proses pemeriksaan atas 
dirinya belum selesai; 
4) Bagi Hakim Pengadilan Tinggi diberikan kewenangan untuk 
menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Jika jangka 
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waktu tersebut telah lewat dan ternyata Terdakwa masih 
perlu ditahan, maka Ketua Pengadilan Tinggi dapat 
memperpanjang masa penahanan tersebut selama 60 (enam 
puluh) hari. Apabila jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
telah habis, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan 
demi hukum walaupun proses pemeriksaan terhadap dirinya 
belum selesai; 
5) Bagi Hakim  Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk 
menahan Teradakwa selama 50 (lima puluh) hari. Apabila 
jangka waktu tersebut telah lewat dan ternyata Terdakwa 
masih perlu ditahan, maka masa penahanan tersebut dapat 
diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 
(enam puluh) hari. Setelah jangka waktu 110 (seratus 
sepuluh) hari berakhir, maka Teradakwa harus dikeluarkan 
dari tahanan demi hukum. 
Dikecualikan dari jangka waktu penahanan tersebut, Pasal 29 
KUHAP mengatur perpanjangan khusus penahanan terhadap Tersangka 
atau Terdakwa berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat 
dihindarkan karena: 
1) Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau 
mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter, atau 
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2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 
penjara sembilan tahun penjara atau lebih.. 
Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan 
laporan pemeriksaan dalam tingkat:31 
1) Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri; 
2) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi; 
3) Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi diberikan oleh Mahkamah 
Agung; 
4) Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 
c. Penggeledahan 
Penggeledahan merupakan salah satu tindakan Penyidik dalam 
rangka melakukan penyidikan dengan tujuan:32 
1) Menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam 
melakukan tindak pidana. 
2) Mencari Tersangka yang belum tertangkap, sehingga 
Tersangka dapat ditangkap dan diperiksa. 
Menurut ketentuan dalam KUHAP, dikenal tiga macam 
penggeledahan yaitu:33 
                                                             
31 Ibid., hlm. 30 
32 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 82 
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1) Penggeledahan rumah/ruang tertutup. 
2) Penggeledahan badan yang memeriksa badan seseorang 
untuk mencari alat bukti. 
3) Penggeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap 
pakaian yang sedang dikenakan oleh Tersangka untuk 
mencari barang bukti yang disimpan dalam pakaian. 
d. Penyitaan 
Penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari 
kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak 
milik tetap pada pemilik, hanya ia tidak dapat menikmati hak-hak itu untuk 
sementara waktu34. Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Penyidik 
dalam hal penyitaan diatur dalam Pasal 38, 40, 41, 42, 43, 129 Ayat (1), 
129 Ayat (2) dan 130 KUHAP. 
Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:35 
1) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil dari tindak pidana; 
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
                                                                                                                                                                      
33 Ibid., hlm. 83 
34 Ibid., hlm. 87 
35 Mustafa Bola, Judhariksawan, Op. Cit., hlm. 34 
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3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana lain; 
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau 
karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan 
dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan di atas. 
Atas benda sitaan tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, 
ketentuan penyimpanannya adalah sebagai berikut:36 
1) Disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara 
(Pasal 44 Ayat (1) KUHAP). 
2) Dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang 
sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 44 Ayat (1) 
KUHAP). 
3) Dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun (Pasal 44 Ayat 
(2) KUHAP). 
4) Benda yang mudah rusak/ membahayakan atau biaya 
penyimpanan terlalu tinggi dengan persetujuan 
Tersangka/keluarga dapat dijual lelang/diamankan oleh 
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Penyidik atau Penuntut Umum dan hasilnya 
merupakan/dipakai sebagai barang bukti dan sedapat 
mungkin disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian 
(Pasal 45 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) KUHAP). 
5) Benda yang bersifat terlarang/dilarang diedarkan, dirampas 
untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 Ayat 
(4) KUHAP). 
Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda 
yang disita dikembalikan kepada orang dari mana benda itu disita atau 
kepada mereka yang paling berhak. 
4. Penuntutan 
Pasal 137 KUHAP menyatakan: 
“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan 
terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak 
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan 
perkara ke pengadilan yang mengadili”. 
Penuntutan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, 
diartikan sebagai berikut: 
“tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana 
ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus Hakim di sidang 
pengadilan” 
Jadi, setelah berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik diterima 
oleh pihak Kejaksaan, selanjutnya pihak Kejaksaan/Ketua Kejaksaan 
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Negeri menunjuk salah seorang Jaksa (calon Penuntut Umum) untuk 
mempelajari dan menelitinya, dimana atas hasil penelitiannya Jaksa 
tersebut kemudian mengajukan rekomendasi kepada Ketua Kejaksaan 
Negeri. Rekomendasi tersebut yang nantinya akan menentukan apakah 
perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. 
Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi alasan hapusnya 
kewenangan Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana. Alasan 
hapusnya kewenangan menuntut pidana tersebut adalah:37  
a. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. 
b. Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP). 
c. Matinya Terdakwa (Pasal 77 KUHP). 
d. Daluwarsa (Pasal 78 KUHP). 
e. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat 
tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda 
saja (Pasal 82 KUHP). 
f. Ada abolisi atau amnesti. 
 
 
 
 
                                                             
37 Amir Ilyas, Haeranah, Nur Azisa, Kaisaruddin, Asas-Asas Hukum Pidana II (Yogyakarta: 
Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 169 
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5. Pra Peradilan 
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa 
dan memutus:38 
a. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas 
permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau 
kuasa Tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan 
keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh Tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkara 
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
6. Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan 
Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari 
Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara 
itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Apabila 
pelimpahan perkara itu diterima oleh pihak pengadilan, maka selanjutnya 
Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan yang 
selanjutnya akan menetapkan hari sidang seraya memerintahkan 
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Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi-saksi untuk 
datang ke sidang pengadilan39. 
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, ada tiga jenis 
acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:40 
a. Acara Pemeriksaan Biasa, yang diatur dalam Pasal 152 sampai 
dengan Pasal 202 KUHAP. 
b. Acara Pemeriksaan Singkat, yang diatur dalam Pasal 203 
sampai dengan Pasal 204 KUHAP. 
c. Acara Pemeriksaan Cepat, yang diatur dalam Pasal 205 
sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Acara Pemeriksaan Cepat 
diperinci lagi menjadi: 
1) Paragraf 1: 
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 205 
sampai dengan Pasal 210 KUHAP). 
2) Paragraf 2: 
Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 
(Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP). 
Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka 
sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam 
perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak 41 . Asas 
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terbuka untuk umum sidang pengadilan mencerminkan asas demokrasi di 
bidang pengadilan dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pers untuk 
mengadakan pemberitaan, reportase tentang jalannya pemeriksaan42. 
Setelah Hakim menyatakan sidang dimulai dan terbuka untuk umum, 
selanjutnya Hakim Ketua Sidang memerintahkan supaya Terdakwa 
dibawa atau dipanggil masuk ruangan sidang, jika dalam tahanan ia 
dihadapkan dalam keadaan bebas. 
Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Sidang meneliti apakah orang 
yang dihadapkan ke muka sidang adalah orang yang sama dengan yang 
disebutkan dalam surat dakwaan atau sesuai dengan orang yang telah 
diperiksa oleh Penyidik. Setelah itu Hakim Ketua Sidang meminta kepada 
Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. 
Apabila Terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan kepadanya, 
Hakim Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk 
mengajukan tangkisan (exceptie). Tangkisan yang dimaksud untuk 
menghindarkan keputusan tentang pokok perkara, karena dengan 
menerima baik tangkisan-tangkisan itu pemutusan pokok perkara itu tak 
diperlukan lagi dengan mengemukakan bahwa:43 
                                                             
42 Luhut M.P. Pangaribuan, Op. Cit., hlm. 964 
43 Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm. 274 
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a. Surat dakwaan itu tidak sah atau surat dakwaan tidak dapat 
diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
menurut undang-undang (obscuur libel). 
b. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 
c. Hak penuntutan gugur karena kadaluarsa. 
Selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberi kesempatan kepada 
Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian Hakim Ketua 
Sidang mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya 
mengambil keputusan. Apabila pernyataan keberatan itu diterima, maka 
persidangan tidak dilanjutkan sedangkan apabila pernyataan keberatan itu 
ditolak, maka sidang dapat dilanjutkan. 
Suatu kode etik yang harus diperhatikan oleh setiap Hakim, Panitera 
dan Penuntut Umum yang akan menyidangkan suatu perkara pidana yaitu 
apabila mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa diharuskan 
mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 157 KUHAP sebagai 
berikut: 
(1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili 
perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga 
sedarah atau semenda sampai derajat ketiga hubungan 
suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim 
ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum 
atau panitera. 
(2) hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau 
panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara 
apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai derajat ketiga atau ada hubungan suami isteri 
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meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan 
penasehat hukum. 
(3) Jika dipenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mereka yang 
mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi 
atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka 
perkara wajib segera diperiksa ulang dengan susunan yang 
lain.    
Salah satu aspek terpenting dalam pemeriksaan perkara pada 
sidang pengadilan adalah persoalan pembuktian. Berkenaan dengan 
pembuktian ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:44 
a. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
b. Alat bukti yang sah adalah: 
1) Keterangan saksi; 
2) Keterangan ahli; 
3) Surat; 
4) Petunjuk; 
5) Keterangan Terdakwa. 
c. Hal  yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
d. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan. 
                                                             
44 Mustafa Bola, Judhariksawan, Op. Cit., hlm. 52 
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e. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 
didakwakan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila 
disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu 
alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, 
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. 
g. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil 
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. 
h. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun 
apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi 
yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 
bukti sah yang lain. 
i. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 
pengadilan. 
j. Surat, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah, adalah: 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
43 
 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu 
hal atau suatu keadaan; 
3) Surat keterangan dari  seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
k. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
l. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh 
dari: 
1) Keterangan saksi; 
2) Surat; 
3) Keterangan Terdakwa. 
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m. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
n. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 
sendiri atau alami sendiri. 
o. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 
sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
p. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
q. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 
lain. 
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7. Putusan Pengadilan 
 Secara umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, 
Putusan Pengadilan dapat terbagi atas tiga macam, yaitu: 
a. Putusan bebas murni (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) 
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) 
KUHAP) 
c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). 
Adapun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat 
putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Surat putusan pemidanaan memuat: 
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 
YANG MAHA ESA” 
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan terdakwa; 
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan kesalaham terdakwa; 
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat 
tuntutan; 
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan terdakwa; 
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis 
hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana 
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disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan; 
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti; 
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat 
surat otentik dianggap palsi; 
k. perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam 
tahanan atau dibebaskan; 
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama 
hakim yang memutus dan nama panitera. 
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, 
e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 
hukum. 
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan 
dalam undang-undang ini. 
Selain itu, ketentuan mengenai surat putusan bukan pemidanaan 
diatur dalam Pasal 199 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 
ayat (1) kecuali huruf e, f dan h; 
b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan 
alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar putusan; 
c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia 
ditahan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat 
(2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. 
Seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan, Terdakwa berada 
dalam status tidak ditahan, maka Pengadilan dapat mengambil salah satu 
dari alternatif status yang akan diperintahkan terhadap Terdakwa sebagai 
berikut:45 
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a. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam status “tidak 
ditahan”. Hal ini berlaku bagi putusan perkara pidana yang 
masih berada di Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan 
Negeri. Perintah agar Terdakwa tetap dalam status “tidak 
ditahan” ini bertujuan untuk menghindari penahanan yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan secara moral karena putusan 
Pengadilan pada tingkat pertama ini bisa saja dapat dibatalkan 
oleh putusan Pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi. 
b. Pengadilan dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan. 
Dalam hal perintah penahanan ini, Hakim lebih dahulu meneliti 
apakah perkara yang didakwakan benar-benar memenuhi 
syarat ketentuan Pasal 21 KUHAP. Perintah penahanan 
terhadap Terdakwa baru sah dan memenuhi syarat, apabila 
tindak pidana yang didakwakan memenuhi syarat yang 
ditentukan pada Pasal 21 KUHAP. 
Kemudian dalam hal Terdakwa berstatus tahanan saat putusan 
pidana dijatuhkan, maka opsi yang dapat diambil oleh Pengadilan, sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b, adalah sebagai 
berikut:46 
a. Memerintahkan Terdakwa “tetap berada dalam tahanan”. Jadi, 
kalau pada saat Pengadilan menjatuhka  putusan pemidanaan 
terhadap Terdakwa yang kebetulan sedang ditahan, pada saat 
                                                             
46 Ibid., hlm. 356 
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putusan dijatuhkan atau diucapkan, sekaligus dengan perintah 
supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
b. Memerintahkan “pembebasan Terdakwa dari tahanan”.  
Memang terdengar kontradiksi ketika terdapat perintah 
“pembebasan Terdakwa dari tahanan” padahal Terdakwa 
dijatuhi pidana oleh Pengadilan. Namun, dalam hal ini Undang-
undang sendiri yang membatasinya: “Sepanjang perintah 
pembebasan itu mempunyai alasan yang benar-benar masuk 
akal”. Contohnya, ketika putusan pidana yang dijatuhi 
Pengadilan melampaui masa tahanan yang telah diterima oleh 
Terdakwa selama proses Penyidikan hingga proses 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan selesai. 
8. Upaya Hukum  
a. Upaya Hukum Biasa 
Dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan 
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bagi 
Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dapat mengajukan upaya hukum 
biasa berupa upaya banding dan/atau upaya kasasi. 
1) Upaya banding 
Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap 
putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) kecuali terhadap 
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut 
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masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan 
acara cepat47. 
Permohonan banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui 
Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dan diajukan 
dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah 
putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. Tempo selama 
tujuh hari adalah kesempatan untuk berpikir bagi Terdakwa atau Penuntut 
Umum apakah naik banding kepada Pengadilan Tinggi atau akan 
menerima saja keputusan Pengadilan Negeri tersebut48. 
Pemeriksaan pada tingkat banding ini pada dasarnya adalah 
pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri. Dengan 
demikian, memeriksa kembali semua fakta-fakta yang ada tanpa 
kehadiran para pihak, sehingga Pengadilan Tinggi sering disebut judex 
factie49. 
2) Upaya kasasi  
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa 
atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada 
                                                             
47 Mustafa Bola, Judhariksawan, Op. Cit., hlm. 57 
48 Ishaq, Pendidikan Keadvokatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179 
49 Ibid. 
50 
 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Permohonan kasasi 
hanya dapat dilakukan satu kali50. 
Khusus pada putusan bebas yang tidak dapat dikasasi, berdasarkan 
pada angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.14-
PW.07.03 Tahun 1983 yang memberi pedoman tentang putusan bebas 
dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman ini 
bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP51. 
Berdasarkan kedua ketentuan Pasal ini (Pasal 67 dan Pasal 244 
KUHAP) dapat ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan 
dalam kehidupan peradilan, yaitu:52 
a) Terhadap putusan bebas “tidak dapat dimintakan 
banding”; 
b) Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, 
keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas “dapat 
dimintakan kasasi”; 
c) Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. 
Pemeriksaan untuk kasasi ini diatur dalam Pasal 244 sampai dengan 
Pasal 285 KUHAP. Dasar hukum peradilan tingkat kasasi di Mahkamah 
Agung diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman 
yang mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang: 
“Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua 
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lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung, kecuali undang-undang mengatur lain”.  
Pemeriksaan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera 
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama atau 
banding, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang 
dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa atau Penuntut 
Umum. Permohonan harus disampaikan dalam waktu empat belas hari 
setelah pemberitahuan putusan53. 
Agar permohonan kasasi dapat dipakai sebagai dasar pemeriksaan 
dalam tingkat kasasi oleh pemohon wajib mengajukan memori atau risalah 
kasasi yang membuat alasan permohonan kasasinya, dan dalam waktu 
empat belas hari setelah mengajukan permintaan tersebut, harus sudah 
menyerahkannya kepada Panitera yang memberikan surat tanda terima54. 
b. Upaya Hukum Luar Biasa 
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 259 sampai 
dengan Pasal 269 KUHAP, upaya hukum luar biasa dibagi atas dua jenis 
yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan kembali. 
1) Kasasi demi kepentingan hukum 
Pasal 259 Ayat (1) KUHAP berbunyi: 
“Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain 
selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali 
permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”. 
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Soedirjo pernah mengatakan, Kasasi demi kepentingan hukum atau 
kasasi luar biasa sebagaimana kasasi biasa dijalankan untuk melayani 
peradilan kasasi agar semua hukum diterapkan secara benar dan tepat, 
dengan demikian menjamin adanya kesatuan dalam peradilan, karena 
ada kemungkinan, bahwa para Hakim yang bermacam-macam itu 
menafsirkan hukum yang dipakai berbeda-beda, sehingga tidak 
bermanfaat bagi kebaikan kesatuan hukum dalam negara55. 
Kasasi demi kepentingan hukum dengan tegas dikatakan tidak boleh 
merugikan pihak yang berkepentingan, sebab tujuan ketentuan tersebut 
agar konsistensi hukum dapat dipertahankan dan tidak menjadi preseden 
yang buruk yang kemungkinan akan diikuti. Kasasi demi kepentingan 
hukum hanya dapat diajukan satu kali dengan berlaku prinsip bahwa 
kesalahan hanya dapat diperbaiki satu kali saja56. 
2) Peninjauan kembali 
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan 
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan 
kembali dilakukan atas dasar:57 
                                                             
55 Ibid., hlm. 189 
56 Ibid. 
57 Mustafa Bola, judhariksawan, Op. Cit., hlm. 65 
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a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan 
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu 
sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan 
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau 
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang 
lebih ringan; 
b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan 
bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau 
keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang 
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan 
satu dengan yang lain; 
c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 
Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon diajukan kepada 
Panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat 
pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Permintaan 
peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu58. 
Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi, maka 
Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali 
tidak dapat diterima disertai dengan dasar alasannya. Dalam hal 
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Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali 
dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:59 
a) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan 
pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan 
peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan 
yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku 
disertai dasar pertimbangannya; 
b) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan 
pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang 
dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan 
putusan yang dapat berupa: 
i. Putusan bebas; 
ii. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 
iii. Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut 
Umum; 
iv. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang 
lebih ringan. 
Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:60 
a) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak 
menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari 
putusan tersebut. 
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b) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah 
diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu 
pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau 
tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada 
ahli warisnya. 
c) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya 
dapat dilakukan satu kali saja. 
9. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
Pasal 270 KUHAP menyebutkan: 
“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu 
panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. 
Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka 
umum dan menurut ketentuan undang-undang. Jika Terpidana dipidana 
penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi  pidana yang sejenis 
sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu, maka 
pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan 
lebih dahulu. 
Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada 
Terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda 
tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus 
seketika dilunasi. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut 
dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. 
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Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti 
dirampas untuk negara, Jaksa menguasakan benda tersebut kepada 
kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang 
hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa. Jangka 
waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling nama satu bulan. 
Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian 
maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. 
Apabila lebih satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara 
dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka bersama-sama 
secara seimbang. 
Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka 
pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang 
sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. Kemudian, 
dalam hal pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan pada Pasal 277 
KUHAP menjelaskan: 
(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas 
khusus untuk membantu ketua dalam melakukan 
pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan 
yang menjatuhkan putusan pidana perampasan 
kemerdekaan. 
(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut 
Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua 
pengadilan untuk paling lama dua tahun. 
Ketentuan selanjutnya mengenai pengawasan pelaksanaan putusan 
diatur dalam Pasal 278 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. 
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C. Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman61. 
R. Soesilo mendefiniskan pemidanaan atau hukuman sebagai suatu 
perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis 
kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. 
Hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada muridnya atau hukuman 
disiplinair yang diberikan oleh pejabat Polisi kepada bawahannya karena 
telah melanggar peraturan tata tertib Kepolisian tidak termasuk dalam 
pengertian ini62.  
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si Terpidana, korban 
dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut teori konsekuensialisme. 
Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi pelaku 
                                                             
61 Amir Ilyas, Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 
hlm. 95 
62 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 35 
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kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan 
kejahatan serupa63. 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan 
bukan ditujukan sebagai ajang balas dendam melainkan sebagai upaya 
pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar pelaku tersebut tidak 
mengulangi kejahatannya lagi. Selain itu, pemidanaan juga merupakan 
sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan kejahatan 
serupa. 
Pada masa lalu, pemidanaan masih dianggap sebagai ajang 
pembalasan dendam karena orientasi pada saat itu, pemidanaan 
bukanlah sebagai bentuk pembinaan terhadap Terpidana melainkan murni 
sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana. Hal 
ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk pemidanaan pada masa lalu dimana 
masih dikenal hukuman dibakar hidup-hidup, dibunuh dengan suatu keris, 
dicap bakar, dipukul dengan rantai dan bekerja paksa dalam pekerjaan 
umum64. 
Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 
tahap perencanaan sebagai berikut:65 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
                                                             
63 Amir Ilyas, Loc. Cit. 
64 R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 36  
65 Amir Ilyas, Loc. Cit. 
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c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang 
biasa diterapkan mulai dari zaman W.V.S Belanda sampai dengan 
sekarang yakni dalam KUHP:66 
a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya di 
dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat 
ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya 
mereka bebas. Pembinaan bagi Terpidana juga harus 
dilakukan dibalik tembok penjara. 
b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
Dari penjelasan dua sistem pemidanaan di atas, maka penulis dapat 
simpulkan bahwa setiap Terpidana dalam menjalani masa 
pemidanaannya haruslah diasingkan dari masyarakat dengan dimasukkan 
ke dalam tembok penjara. Dalam hal pidana mati,  Terpidana diharuskan 
mendekam dalam tembok penjara terlebih dahulu sebelum Terpidana 
tersebut dieksekusi mati. 
 
 
 
                                                             
66 Ibid., hlm. 96 
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2. Teori Tujuan Pemidanaan 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini 
dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti 
Emmanuel Kant, Herbart, Stahl dan Leo Polak. 
Stahl mengemukakan:67 
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan 
Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara 
sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara 
wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara 
setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal 
dengan pidana terhadap pelanggarnya” 
Lebih lanjut Hegel berpendapat:68 
“Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai 
these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau 
penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari 
kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena itu harus 
diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi 
pelakunya (synthese) atau mengembalikan suatu keadilan 
atau kembali pada tegaknya hukum (these)” 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Deel Theorien) 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari 
pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya 
                                                             
67 Ibid., hlm. 98 
68 Ibid. 
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terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban 
masyarakat (de handhaving der maatshappelijkeorde). 
Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang 
merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan 
prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan 
melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku 
Terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. 
Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah 
seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut:69 
1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan 
untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar 
tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-
pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana. 
2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah 
diperkenalkan oleh Anslm Fuerbech. Menurutnya, ancaman 
hukuman itu harus dapat mencegah niat orang melakukan 
tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan 
kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka 
mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk 
melakukan kejahatan. 
                                                             
69 Ibid., hlm. 99 
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Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang 
bersifat pencegahan khusus, yaitu:70 
1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu 
untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat 
dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui 
pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya. 
2) Akan tetapi apabila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan 
cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus 
bersifat memeperbaiki dirinya (reclaserring). 
3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, 
maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau 
membaut mereka tidak berdaya. 
4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan 
tata tertib hukum di dalam masyarakat. 
c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien) 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul 
teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan 
dendam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur 
prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. 
                                                             
70 Ibid., hlm. 100 
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Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut 
dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:71 
Kelemahan teori absolut adalah: 
1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada 
pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi 
pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan 
alat-alat bukti yang ada. 
2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk 
pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang 
memberikan pidana? 
Kelemahan teori relatif adalah: 
1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya untuk 
mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka 
mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang 
berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi 
tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan. 
2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu 
semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat 
yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. 
                                                             
71 Ibid., hlm. 101 
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3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan 
mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam 
praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis. 
Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan para ahli, dimana ada yang menitikberatkan pada 
pembalasan dan ada yang menitikberatkan pada prevensi seimbang. Ahli 
hukum pertama, Pompe yang menitikberatkan pada pembalasan. Pompe 
menyatakan:72  
“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, 
pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi yang lain, 
tetapi ada ciri-cirinya dan tidak dapat dikecilkan artinya 
bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian 
terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya 
akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-
kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”. 
Van Bemmelan pun menganut teori gabungan menyatakan:73 
““Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud 
mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan 
tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk 
mengembalikan Terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”. 
Grotius kemudian mengembangkan teori gabungan yang 
menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, 
tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah 
penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan 
Terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya 
                                                             
72 Ibid., hlm. 102 
73 Ibid. 
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perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana dapat diukur, ditentukan oleh 
apa yang berguna bagi masyarakat74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
74 Ibid. 
66 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih banyak 
dilaksanakan di dua tempat. Pertama, penulis akan melakukan penelitian 
di Pengadilan Negeri Sengkang mengingat penulis akan melakukan 
wawancara langsung dengan beberapa Hakim di instansi tersebut.  
Kedua, penulis juga akan melakukan penelitian di Perpustakaan Hukum 
Unhas dan Perpustakan Pusat Unhas guna memperoleh informasi yang 
terdapat dalam kajian kepustakaan berupa dokumen-dokumen maupun 
literatur-literatur hukum terkait dengan permasalahan yang akan penulis 
teliti. 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 
 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian yang dapat berupa wawancara langsung terhadap 
pihak-pihak terkait. 
 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang 
sudah jadi. Data ini diperoleh dari hasil kajian kepustakaan 
yang mencakup bahan hukum yang mengikat berupa 
peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan-bahan 
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hukum yang memberikan penjelasan berupa literatur dan 
dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, serta bahan 
tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi 
ini. Data sekunder tersebut meliputi bahan-bahan primer, 
sekunder dan tersier. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis akan melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data 
berupa: 
 Melakukan studi dokumen dengan cara meneliti peraturan 
perundang-undangan, jurisprudensi serta peraturan dan surat 
edaran Mahkamah Agung yang terkait dengan permasalahan 
yang akan penulis teliti. 
 Wawancara di Pengadilan Negeri Sengkang terkait dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian disusun 
secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis kualitatif. Metode analisis data adalah suatu metode dimana data-
data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, 
kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut 
kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab 
permasalahan yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara 
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deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan 
erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
  PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Formil Tentang Syarat Sahnya 
Putusan Pemidanaan dalam Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg 
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hukum pidana 
formil adalah suatu cara atau prosedur bagi para penegak hukum agar 
hukum pidana materil dapat ditegakkan dan dijalankan. Prosedur-
prosedur tersebut tidak hanya memberikan kewenangan yang diperlukan 
bagi penegak hukum namun juga memuat batasan-batasan dan aturan-
aturan yang bersifat imperatif atau keharusan untuk ditaati oleh para 
penegak hukum tersebut. 
Hukum pidana formil di Indonesia secara umum diatur dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana atau yang biasa kita sebut dengan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP. Dalam peraturan ini, 
telah termuat berbagai hal yang diperlukan baik bagi penegak hukum 
maupun bagi tersangka/terdakwa dalam berproses perkara pidana.  
Khusus mengenai putusan pengadilan, di dalam Pasal 197 KUHAP 
telah mengatur syarat-syarat apa saja yang bisa dan wajib dicantumkan 
dalam surat putusan pemidanaan. Dikatakan wajib dicantumkan karena 
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suatu putusan pengadilan dapat berakibat batal demi hukum apabila ada 
suatu syarat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan pemidanaan. 
Untuk mengetahui penerapan hukum pidana formil khususnya 
mengenai syarat sahnya putusan pemidanaan pada Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg, maka penulis akan memaparkan narasi dari isi 
putusan tersebut yang penulis uraikan berdasarkan pencocokkan dengan 
syarat-syarat putusan pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat 
(1) KUHAP sebagai berikut:  
1. Kepala Putusan Pemidanaan 
P   U   T   U   S   A   N 
NO. 153/PID.SUS/2011/PN.SKG 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA 
Analisis Penulis : 
Kepala putusan di atas membuktikan bahwa syarat yang tercantum 
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a telah dipenuhi oleh Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg, dimana dalam ketentuan tersebut disyaratkan 
untuk memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
 
71 
 
2. Identitas Lengkap Terdakwa 
Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada 
peradilah Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah 
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 
Nama Lengkap : Ardi Syam bin Abustang; 
Tempat Lahir  : Sengkang, Kab. Wajo; 
Umur/tangal lahir : 24 tahun/ 15 Februari 1987; 
Jenis Kelamin : Laki-laki; 
Kebangsaan  : Indonesia; 
Tempat Tinggal : Jl. Veteran, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo; 
Agama  : Islam; 
Pekerjaan  : Pegawai Honor Pemkab Wajo; 
Pendidikan  : SMK 
Analisis Penulis : 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf 
b KUHAP, pokok-pokok identitas Terdakwa yang harus ada di dalam 
putusan pemidanaannya adalah nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
perkejaan terdakwa. Setelah melihat identitas terdakwa yang dicantumkan 
dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., maka dapat 
disimpulkan bahwa syarat mengenai identitas terdakwa telah terpenuhi 
dalam putusan tersebut.  
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3. Dakwaan  
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:  
DAKWAAN 
----Bahwa Terdakwa Ardi Syam bin Abustang, pada hari rabu 
tanggal 8 juni 2011, sekirat jam 08.20 WITA atau setidak-
tidaknya masih termasuk dalam bulan juni tahun dua ribu 
sebelas sekira pukul 08.20 WITA atau setidak-tidaknya pada 
waktu itu, bertempat di Jalan Umum Jalur dua Sawerigading 
Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sengkang, “setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, 
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
----Bahwa awalnya saksi Herman bin Umar mengendarai 
sepeda motor Yamaha Yupiter dengan nomor polisi DD 5343 
QY dari rumahnya di Jalan Veteran Sengkang menuju SPBU 
Amasangeng dan melewati Jalan Sawerigading, kemudian 
setelah saksi Herman bin Umar melewati lampu pengatur lalu 
lintas Jalan Srikaya – Jalan Sawerigading menuju SPBU 
Amasangeng karena kondisi jalan tersebut menurun dan pada 
waktu itu ada sebuah becak motor yang berada di depan saksi 
Herman bin Umar yang didahuluinya oleh saksi Herman bin 
Umar dengan mengambil jalan kekanan dan pada waktu saksi 
Herman bin Umar mendahului becak motor dari sebelah kanan 
kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa dengan 
mengendarai sepeda motor Kawasaki tanpa plat nomor dan 
berboncengan dengan korban Rahmawati binti Iskandar 
dengan kecepatan 60/70 km/jam menyalip saksi Herman bin 
Umar yang pada waktu bersamaan mendahului becak motor 
kemudian Terdakwa menyerempet motor yang dikendarai saksi 
Herman bin Umar dibagian sebelah kanannya, akibat Terdakwa 
menyerempet motor saksi Herman bin Umar, perempuan 
Rahmawati binti Iskandar yang dibonceng Terdakwa terpental 
dari boncengannya terjatuh ke aspal dan kemudian kedua 
motor tersebut terjatuh bersama dengan saksi Herman bin 
Umar dan Terdakwa. 
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----Akibat kealpaannya terdakwa Ardi Syam bin Abustang, 
perempuan Rahmawati binti Iskandar yang dibonceng terdakwa 
Ardi Syam bin Abustang meninggal dunia, hal ini diperkuat 
dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani 
tanggal 22 Juni 2011 oleh dr. Andi Asriani, dokter pada Dinas 
Kesehatan Pemkab Wajo RSU Lamadukelleng, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: 
 Masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak bernafas. 
 Luka pada kepala bagian atas depan panjang 2 cm, lebar 1   
cm, dalam sampai tulang retak. 
 Luka pada kepala samping kanan diatas telinga 3 lokasi 
masing-masing : 
 P-2 cm, L-0,5 cm, dalam sampai tulang retak. 
 P-1,5 cm, L-1 cm, dalam sampai tulang retak. 
 P-0,5 cm, L-0,5 cm, dalam sampai tulang retak. 
 Luka pada alis kanan P-2 cm, L-1 cm, dalam sampai tulang 
retak. 
 Luka lecet pada dahi bagian atas. 
 Luka lecet pada sudut bibir bagian kanan. 
 Luka lecet pada leher bagian kanan. 
Keputusan (hasil visum) :  
Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda 
tumpul. 
----Perbuatan Terdakwa Ardi Syam bin Abustang sebagaimana 
diatur dalam dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 
310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 
Analisis Penulis : 
Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) butir c KUHAP mengenai dakwaan 
sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, maka penulis 
berkesimpulan Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg telah 
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. 
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4. Pertimbangan-Pertimbangan Secara Lengkap 
Berikut rangkuman pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta-
fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan keselahan terdakwa yang 
terdapat dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg : 
Terdakwa Ardi Syam bin Abustang telah ditahan berdasarkan Surat 
Perintah/penetapan Penahanan di Sengkang oleh: 
 Penyidik, tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan No.Pol.: 
SP.Han/04/VI/2011/Lantas, sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai 
dengan tanggal 29 Juni 2011; 
 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juni 2011, 
nomor: 096/R.4.19/Epp.2/06/2011, sejak tanggal 30 Juni 2011 
sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011; 
 Penuntut Umum, dilakukan penahanan rumah, tanggal 18 Juli 
2011, bersarkan surat penetapan penahanan nomor: Print. 
1470/R.4.19/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai 
dengan tanggal 6 Agustus 2011; 
 Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, dilakukan penahanan 
rumah, tanggal 1 Agustus 2011, nomor: 
162/TH/Pen.Pid/2011/PN.SKG, sejak tanggal 1 Agustus 2011 
sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011; 
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 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
Sengkang, dilakukan penahanan rumah, tanggal 16 Agustus 2011, 
nomor: 162.a/TH/Pen.Pid/2011/PN.Skg, sejak tanggal 31 Agustus 
2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011;  
Terdakwa didampingi oleh La Usu, S.H., Penasehat Hukum yang 
berkedudukan di Jalan A. Malingkaan No. 21 Telp. 0485-21805, 
Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan 
No.59/SK.PID/2011/PN.Skg pada tanggal 16 Agustus 2011. 
Di dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa telah 
membacakan pledoinya secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai 
berikut:  
 Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap 
Terdakwa Ardi Syam bin Abustang tidak terbukti secara sah dan 
menyakinkan. 
 Membebaskan Terdakwa Ardi Syam bin Abustang dari segala 
tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya Terdakwa Ardi 
Syam bin Abustang dilepas dari segala tuntutan hukum (onstslag 
van rechtsvervolging); 
 Membebankan biaya perkara pada negara. 
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Selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar Replik Penuntut Umum 
dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa secara lisan, yang pokoknya 
masing-masing tetap pada pendirian semula. 
Menimbang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala 
sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah turut 
dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
putusan ini. 
Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal. 
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 
menyatakan telah mengerti isi dan maksud isi dan maksud dakwaan yang 
didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa tidak akan mengajukan 
keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. 
Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi 
yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu Herman bin 
Umar, tidak disumpah karena masih di bawah umur, yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
  Bahwa saksi menerangkan mengenai kecelakaan lalu lintas; 
 Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 
2011, sekitar jam 08.20 WITA, yang bertempat di Jalan Umum Jalur 
dua Sawerigading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo; 
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 Bahwa awalnya sebelum terjadi kecelakaan saksi sedang 
mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dari arah rumah di 
Jalan Veteran dengan melewati Jalan Sawerigading dengan tujuan 
ke SPBU Amessangeng, ketika saksi melewati lampu merah di 
perempatan antara jalan Srikaya dengan Jalan Sawerigading lalu 
tiba-tiba ada sebuah becak motor yang berada di depan saksi dan 
saksi bermaksud untuk melambung dengan cara mengambil jalan 
agak kekanan namun tiba-tiba saat itu ada sebuah sepeda motor 
Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Terdakwa yang 
memboncengkan seorang perempuan yang juga hendak 
melambung sehingga antara sepeda motor Saksi dengan sepeda 
motor Terdakwa saling menyerempet yang akibatnya sepeda motor 
Saksi menjadi oleng dan terjatuh dan Saksi sempat terlempar sama 
halnya dengan sepeda motor Terdakwa yang juga ikut terjatuh di 
aspal. 
 Bahwa posisi sepeda motor Saksi dengan sepeda motor Terdakwa 
saat itu yaitu sepeda motor Saksi berada diatas sepeda motor 
Terdakwa yang mana sepeda motor Saksi dalam posisi melintang 
dijalan dan merapat ditembok pembatas jalan sedangkan sepeda 
motor Terdakwa tidak diperhatikan; 
 Bahwa setelah Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya yang 
dilakukan Terdawa adalah langsung berdiri dan marah-marah dan 
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bermaksud untuk memukul Saksi dengan alasan karena Saksi tidak 
memberikan jalan; 
 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri untuk melihat kondisi 
korban seorang perempuan yang dibonceng oleh Terdakwa yang 
juga ikut terlempar dan terjatuh di aspal dekat pembatas jalan jalur 
dua lalu Terdakwa memberhentikan sebuah becak motor untuk 
membawa Korban kerumah sakit umum Sengkang sedangkan 
Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian tidak ikut menolong 
karena takut dipukul oleh Terdakwa lalu Saksi menuju Surae untuk 
menyampaikan kepada keluarga kalau Saksi baru saja mengalami 
kecelakaan; 
 Bahwa saksi waktu itu dari arah utara menuju arah selatan sama 
halnya dengan Terdakwa yang dari arah utara menuju arah selatan; 
 Bahwa Saksi saat itu hanya sendirian mengendarai sepeda motor; 
 Bahwa Saksi merasakan waktu itu ban sepeda motor Terdakwa 
mengenai bagian samping kanan belakang sepeda motor Saksi 
dan waktu berserempetan berada di tengah jalanan yaitu dekat 
dengan pembatas jalan jalur dua; 
 Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor Terdakwa dari arah 
belakang ketika Terdakwa akan melambung/menyalip dan Saksi 
baru mengetahui ada sepeda motor Terdakwa dari belakang 
setelah melewati lampu merah dengan jarak sekitar 3 meter; 
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 Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa ketika hendak menyalip 
Saksi sekitar 70 km/jam dan Terdakwa saat itu tidak membunyikan 
klakson sedangkan kecepatan Saksi ketika hendak menyalip becak 
motor adalah  sekitar 50 km/jam; 
 Bahwa Saksi saat akan menyalip becak motor dan dalam keadaan 
sejajar dengan becak motor tiba-tiba saja sepeda motor Terdakwa 
datang hendak menyalip sehingga menyebabkan menyerempet 
sepeda motor Saksi; 
 Bahwa kondisi jalan saat kejadian yaitu aspal berjalan rata, lurus 
dan dua jalur serta cuaca cerah dan lalu lintas jalan tidak terlalu 
ramai; 
 Bahwa kondisi korban perempuan saat itu dalam keadaan terluka 
parah dan pingsan; 
 Bahwa saksi mengetahui kalau korban perempuan meninggal dunia 
ketika polisi datang ke rumah sakit untuk dimintai keterangan atas 
kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut; 
 Bahwa menurut saksi penyebab korban perempuan kecelakaan lalu 
lintas sampai meninggal dikarenakan terbentur pembatas jalan jalur 
dua; 
 Bahwa kondisi sepeda motor Saksi dengan sepeda motor 
Terdakwa tidak ada yang rusak berat 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar. 
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Selanjutnya, kesaksian dari Andi Tenri Sau bin Andi Pande, dibawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Bahwa Saksi menerangkan mengenai kecelakaan lalu lintas; 
 Bahwa kecelakaan tresebut tanpa terjadi pada hari Rabu tanggal 
08 Juni 2011, sekitar jam 08.20 WITA, yang bertempat di Jalan 
Umum Jalur dua Sawerigading Sengkang Kecamatan Tempe 
Kabupaten Wajo tepatnya di depan rumah saksi; 
 Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah yang jarak dengan 
lokasi kejadian sekitar 10 meter lalu tiba-tiba saksi mendengar 
bunyi seretan di aspal kemudian saksi keluar rumah untuk melihat 
ke jalan dan saksi melihat seorang perempuan menggunakan 
seragam sekolah perawat warna putih dan celana warna hijau 
dalam posisi tengkurap tak bergerak yang berada di aspal dekat 
tembok pembatas jalur dua selain itu tak jauh dari korban 
tergeletak, Saksi melihat ada dua buah sepeda motor berada di 
aspal yang selanjutnya pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja 
memberhentikan becak motor untuk membawa korban ke Rumah 
Sakit Umum Sengkang karena mengalami luka serta mengeluarkan 
banyak darah pada bagian kepala kemudian datang petugas lalu 
lintas ke TKP lalu Saksi masuk ke dalam rumah; 
 Bahwa ada seorang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas 
tersebut yakni seorang perempuan yang dibonceng oleh 
pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja; 
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 Bahwa Saksi mengetahui dari petugas lalu lintas kalau korbannya 
meninggal dunia; 
 Bawha Saksi tidak mengetahui apakah pengendara sepeda motor 
Yamaha Jupiter berboncengan atau tidak; 
 Bahwa Saksi tidak melihat adanya bekas rem namun hanya melihat 
bekas seretan ban yang panjang di TKP; 
 Bahwa Saksi tidak melihat posisi Terdakwa pada waktu kecelakaan 
nanti setelah Korban akan dibawa ke Rumah Sakit Umum 
Sengkang dengan menggunakan becak motor barulah diketahui 
kalau Terdakwa yang memboncengkan Korban; 
 Bahwa informasi dari orang-orang Terdakwa yang menabrak; 
 Bahwa jarak posisi korban dengan TKP sekitar 6 meter; 
 Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban telah meninggal atau 
belum; 
 Bahwa Saksi mendatangi TKP setelah banyak orang berdatangan 
menolong korban; 
 Bahwa posisi motor Kawasaki Ninja berada di sebelah barat dekat 
pembatas jalan jalur dua. 
Terdakwa telah membenarkan kesaksian Herman bin Umar di atas. 
Dalam persidangan perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa tidak 
mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) bagi Terdakwa. 
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa 
tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) bagi Terdakwa. 
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 
terdakwa Ardi Syam bin Abustang, yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
 Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kecelakaan lalu lintas 
yang dialaminya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011, sekitar jam 
08.20 WITA, yang bertempat di Jalan Umum Jalur dua 
Sawerigading Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo; 
 Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengantarkan ibunya pergi ke 
terminal setelah pulang kerumah ada teman Terdakwa yang 
bernama Rakmawati binti Iskandar datang kerumah Terdakwa yang  
minta diantarkan ke kampus Prima lalu Terdakwa yang 
memboncengkan Rahmawati binti Iskandar dengan mengendarai 
sepeda motor Kawasaki Ninja pergi ke kampus Prima yang 
melewati Jalan Cendana dengan Jalan Sawerigading dan setibanya 
tiba di lampu merah dekat BTN Pepabri Terdakwa berhenti lalu 
setelah menyala lampu hijau Terdakwa berjalan lagi lalu tiba-tiba 
korban Rahmawati binti Iskandar memberitahu Terdakwa kalau jam 
menunjukkan pukul 08.20 WITA dan supaya Terdakwa 
mempercepat laju kendaraannya agar cepat sampai ke kampus 
Prima; 
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 Bahwa selanjutnya Terdakwa menambah kecepatannya dan 
sesampainya di jalur dua Jalan Sawerigading ada sebuah becak 
motor dan sepeda motor Jupiter yang berada didepan Terdakwa 
lalu Terdakwa hendak mengambil ke arah kanan namun secara 
tiba-tiba sepeda motor Jupiter juga mengambil arah ke kanan untuk 
menyalip sebuah becak motor dan pada waktu yang bersamaan 
sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor Jupiter saling 
menyerempet yang mengakibatkan Terdakwa dengan pengendara 
sepeda motor Jupiter terjatuh di aspal  dekat pembatas jalur dua 
sedangkan korban Rahmawati binti Iskandar terlempar dari sepeda 
motor Terdakwa dan kepalanya membentur pembatas jalan jalur 
dua sampai kepalanya mengeluarkan darah lalu Terdakwa berdiri 
dan langsung memberikan pertolongan kepada korban Rahmawati 
binti Iskandar dan menggoyang-goyangkannya akan tetapi tidak 
sadarkan diri lalu Terdakwa berteriak minta tolong selanjutnya ada 
orang yang membawakan becak motor dan korban langsung 
dibawa ke Rumah Sakit Lamadukelleng, Sengkang dan masuk ke 
ruangan ICU tidak lama kemudian dokter menyatakan kalau korban 
Rahmawati binti Iskandar sudah meninggal dunia; 
 Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat hendak menyalip 
sepeda motor Jupiter sekitar 60km/jam; 
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 Bahwa posisi korban Rahmawati binti Iskandar pada waktu 
diboncengkan Terdakwa yaitu menghadap ke kiri dengan cara 
bonceng samping; 
 Bahwa Terdakwa saat itu mengetahui ada sepeda motor Jupiter 
yang berada di belakang becak motor yang juga ingin menyalip; 
 Bahwa Terdakwa saat hendak menyalip sepeda motor Jupiter tidak 
membunyikan klakson maupun menyalakan lampu weser; 
 Bahwa Terdakwa saat itu tidak membunyikan klakson maupun 
menyalakan weser karena menurut perkiraan Terdakwa waktu itu 
masih ada jarak sekitar 2 meter arah kanan dan melihat masih agak 
kosong ke kanan namun secara tiba-tiba sepeda motor Jupiter juga 
ingin menyalip yang akibatnya antara sepeda motor Jupiter dengan 
sepeda motor Terdakwa berserempetan; 
 Bahwa Terdakwa mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas 
dalam hal menyalip kendaraan lain yang ada di depan; 
 Bahwa sepeda motor Terdakwa sewaktu menyerempet sepeda 
motor Jupiter mengenai bagian sebelah kanan belakang; 
 Bahwa Terdakwa beriringan dengan sepeda motor Jupiter sebelum 
di lampu merah; 
 Bahwa jarak kurang lebih 50 meter dari lampu merah baru 
Terdakwa menyerempet sepeda motor Jupiter; 
 Bahwa sepeda motor Jupiter dengan sepeda motor Terdakwa 
semuanya jatuh kesebelah kanan; 
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 Bahwa saat itu korban Rahmawati binti Iskandar memakai helm 
standar; 
 Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut, sepeda motor Terdakwa 
belum ada plat nomornya serta STNK karena masih baru; 
 Bahwa orang tua Terdakwa pernah mendatangi korban  Rahmawati 
binti Iskandar namun tidak diperinci berapa biaya yang harus 
Terdakwa berikan kepada keluarga korban; 
 Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini. 
Menimbang bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah 
mengajukan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit sepeda motorKawasaki Ninja tanpa TNKB; 
 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter DD 5343 QY; 
 Selembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter DD 5343 QY; 
 Selembat SIM C atas nama Ardi Syam bin Abustang. 
Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas telah disita 
secara sah berdasarkan hukum yang dipergunakan untuk memperkuat 
pembuktian.  
Menimbang bahwa di persidangan juga telah pula dibacakan hasil 
Visum et Repertum atas nama korban Rahmawati binti Iskandar, yang 
dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Juni 2011 oleh dr. Andi Asriani, 
dokter pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wajo RSU 
Lamadukelleng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
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 Masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak bernafas. 
 Luka pada kepala bagian atas depan panjang 2 cm, lebar 1   cm, 
dalam sampai tulang retak. 
 Luka pada kepala samping kanan diatas telinga 3 lokasi masing-
masing : 
 P-2 cm, L-0,5 cm, dalam sampai tulang retak. 
 P-1,5 cm, L-1 cm, dalam sampai tulang retak. 
 P-0,5 cm, L-0,5 cm, dalam sampai tulang retak. 
 Luka pada alis kanan P-2 cm, L-1 cm, dalam sampai tulang retak. 
 Luka lecet pada dahi bagian atas. 
 Luka lecet pada sudut bibir bagian kanan. 
 Luka lecet pada leher bagian kanan. 
Keputusan (hasil visum) :  
Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. 
Menimbang, untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka 
segala sesuatu yang terjadi pada persidangan dan termuat dalam Berita 
Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi kesatuan yang 
tidak terpisahkan dari putusan ini. 
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Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. 
Analisis: 
Mengingat penjelasan mengenai unsur “fakta dan keaadaan” di sini 
adalah segala apa yang diktemukan di sidang oleh pihak dalam berproses 
seperti penuntut umum, saksi, saksi ahli, terdakwa penasehat hukum dan 
saksi korban, maka pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam 
Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg. menurut hemat penulis telah 
secara lengkap menerangkan tentang fakta-fakta dan keadaan serta alat 
pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Untuk 
itu, penulis berkesimpulan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf d KUHAP telah terpenuhi oleh putusan tersebut. 
5. Tuntutan Pidana 
Di dalam persidangan tertanggal 12 Oktober 2011, dengan nomor 
registrasi perkara: PDM-154/Sengkang/Ep.1/09/2011, Penuntut Umum 
membacakan tuntutannya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim 
menjatuhkan putusan : 
 Menyatakan Terdakwa Ardi Syam bin Abustang terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan 
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kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan 
tunggal penuntut umum. 
 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardi Syam bin Abustang 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dipotong dengan 
masa tahanan sementara. 
 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.,- (lima juta 
rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
 Menyatakan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Kawasaki 
Ninja tanpa TNKB, satu unit sepeda motor Yupiter DD 5343 QY, 
selembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter DD 5343 QY dan 
selembar SIM C atas nama Ardi Syam bin Abustang dikembalikan 
kepada yang berhak yaitu Ardi Syam bin Abustang dan saksi 
Herman bin Umar. 
 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). 
Analisis Penulis : 
Menurut hemat penulis, tuntutan Penuntut Umum yang tercantum 
dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg telah secara jeladimuat 
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ke dalam putusan tersebut sehingga unsur-unsur yang disyaratkan dalam 
Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP telah terpenuhi secara hukum. 
6. Pasal Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar 
Pemidanaan 
Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal 
yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
 Setiap orang; 
 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; 
 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
a. Unsur Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” 
adalah siapa saja, yaitu menunjuk kepada orang termasuk Terdakwa, 
dimana agar tidak terjadi kekeliruan tentang orangnya (error in persona) 
maka identitias orang tersebut dicantumkan dalam Surat Dakwaan. Dalam 
perkara ini, Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas 
tersebut. Dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah 
terpenuhi. 
Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. 
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b. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena 
Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
Menimbang, bahwa “kelalaian” adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang karena kurang hati-hati atau kurang waspada 
sehingga menimbulkan suatu akibat/kesalahan dimana orang tersebut 
dapat membayangkan atau menyadari akibat yang timbul.  
Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan 
keterangan saksi Herman bin Umar, saksi Andi Tenri Sau bin Andi Pande, 
serta keterangan Terdakwa, yang menerangkan adanya kecelakaan lalu 
lintas yang awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011, sekitar jam 
08.20 WITA, yang bertempat di Jalan Umum Jalur dua Sawerigading 
Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa yang 
memboncengkan Rahmawati binti Iskandar dengan mengendarai sepeda 
motor Kawasaki Ninja dari arah utara menuju arah selatan (kampus 
Prima) yang melewati Jalan Cendana dengan Jalan Sawerigading dan 
setibanya tiba di lampu merah BTN Pepabri Terdakwa berhenti lalu 
setelah menyala lampu hijau Terdakwa berjalan lagi lalu tiba-tiba korban 
Rahmawati binti Iskandar memberitahu Terdakwa kalau jam menunjukkan 
pukul 08.20 WITA dan supaya Terdakwa mempercepat laju kendaraannya 
agar cepat sampai ke kampus Prima. Selanjutnya Terdakwa menambah 
menambah kecepatannya dan sesampainya di jalur dua Sawerigading 
ada sebuah becak motor dan sepeda motor Jupiter yang dikendarai saksi 
Herman bin Umar yang berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa hendak 
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mengambil ke arah kanan namum secara tiba-tiba sepeda motor saksi 
Herman bin Umar juga mengambil arah ke kanan untuk menyalip sebuah 
becak motor dan pada waktu yang bersamaan sepeda motor saksi 
Herman bin Umar saling menyerempet yang mengakibatkan Terdakwa 
dengan saksi Herman bin Umar sama-sama terjatuh di aspal dekat 
pembatas jalan jalur dua sedangkan korban Rahmawati binti Iskandar 
terlempar dari sepeda motor Terdakwa dan kepalanya membentur 
pembatas jalan jalur dua sampai kepalanya mengeluarkan darah lalu 
Terdakwa langsung memberikan pertolongan terhadap korban Rahmawati 
binti Iskandar dan membawanya ke Rumah Sakit Lamadukelleng, 
Sengkang namun dokter menyatakan kalau korban Hermawati binti 
Iskandar sudah meninggal dunia. 
Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat hendak 
menyalip sepeda motor saksi Herman bin Umar sekitar 60 km/jam selain 
itu juga Terdakwa saat hendak menyalip sepeda motor saksi Herman bin 
Umar tidak memberikan tanda isyarat yaitu tidak membunyikan klakson 
maupun menyalakan lampu weser dengan alasan waktu itu masih ada 
jarak sekitar 2 meter arah ke kanan dan Terdakwa melihat masih agak 
kosong ke kanan sehingga Terdakwa dengan perkiraannya tersebut 
dianggap aman untuk menyalip sepeda motor saksi Herman bin Umar 
yang di depan Terdakwa. 
Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut seharunya tidak terjadi dan 
dapat dihindari apabila Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya 
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lebih bersikap hati-hati serta memperhatikan keselamatan orang yang 
diboncengnya yaitu koban Rahmawati binti Iskandar selain itu juga 
Terdakwa harus memperhatikan tentang tata tertib berlalu lintas antara 
lain harus membunyikan klakson ketikan akan mendahului kendaraan lain 
di depannya maupun menyalakan lampu weser. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya 
kecelakaan tersebut bisa dihindari dan sebenarnya Terdakwa mampu 
menghindari terjadinya kecelakaan tersebut yaitu dengan jalan Terdakwa 
lebih berhati-hati lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 
Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan 
kendaraannya, maka dengan demikian “unsur yang mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum.   
c. Unsur yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia 
Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa matinya 
orang lain tersebut adalah karena dari suatu kelalaian, dalam hal ini 
adalah kelalaian Terdakwa bukan dari sebab yang lain. 
Menimbang, bahwa unsur kelalaian tersebut di atas telah terpenuhi, 
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kelalaian dari 
Terdakwa tersebut mengakibatkan matinya orang lain. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
terdakwa yang menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut 
menyebabkan korban Rahmawati binti Iskandar meninggal dunia, hal ini 
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dikuatkan juga dengan adanya bukti Visum et Repertum yang dimuat dan 
ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2011 oleh dr. Andi Asriani, dokter 
pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wajo RSU Lamadukelleng, 
dengan hasil pemeriksan sebagai berikut : 
 Masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak bernafas. 
 Luka pada kepala bagian atas depan panjang 2 cm, lebar 1   cm, 
dalam sampai tulang retak. 
 Luka pada kepala samping kanan diatas telinga 3 lokasi masing-
masing : 
 P-2 cm, L-0,5 cm, dalam sampai tulang retak. 
 P-1,5 cm, L-1 cm, dalam sampai tulang retak. 
 P-0,5 cm, L-0,5 cm, dalam sampai tulang retak. 
 Luka pada alis kanan P-2 cm, L-1 cm, dalam sampai tulang retak. 
 Luka lecet pada dahi bagian atas. 
 Luka lecet pada sudut bibir bagian kanan. 
 Luka lecet pada leher bagian kanan. 
Keputusan (hasil visum) :  
Luka-luka tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul. 
Sehingga telah jelas bahwa korban tersebut meninggal dunia karena luka 
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pada tubuhnya dam luka tersebut akibat dari kelalaian Terdakwa dalam 
megemudikan kendaraannya sehingga terjadilah kecelakaan, dengan 
demikian unsur “unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” 
telah terpenuhi menurut hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 310 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
dalam Dakwaam Tunggal penuntut Umum.  
Menimbang bahwa terhadap pledoi (pembelaan) yang dikemukakan 
oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya kecelakaan tersebut dapat 
terjadi dikarenakan sepeda motor saksi Herman bin Umar yang bergerak 
ke kanan jalan yang dilewati terdakwa Ardi Syam bin Abustang sehingga 
jalanan untuk dilewati sepeda motor Terdakwa menjadi sempit dan tidak 
dapat dilewati oleh sepeda motor Terdakwa untuk mendahului saksi 
Herman bin Umar, menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut sudah 
sangat jelas bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi Herman bin 
Umar akan mengambil ke kanan karena akan mendahului becak motor 
namun Terdakwa tidak juga membunyikan klakson maupun menyalakan 
weser dan tetap melewati jalan tersebut meskipun sempit, dengan 
demikian hal tersebut haruslah dikesampingkan. 
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Menimbang bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya 
alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan 
Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya dan oleh karena 
Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman 
yang setimpal dengan perbuatannya.  
Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum 
menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang 
perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat 
memberatkan dan meringankan Terdakwa: 
 Hal-hal yang memberatkan: 
 Akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati dan lalai dalam 
menjalankan kendaraannya mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia yaitu Rahmawati binti Iskandar; 
 Terdakwa kurang memperhitungkan kendaraan yang ada di 
depannya sebelum terjadinya kecelakaan; 
 Terdakwa belum memberikan uang duka kepada keluarga 
korban Rahmawati binti Iskandar. 
 Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya 
sehingga membantu lancarnya proses persidangan; 
 Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi 
perbuatannya; 
 Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
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Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perakra ini. 
Analisis Penulis : 
Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang menjadi dasar pemidanaan 
di atas, maka menurut hemat penulis Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg telah memenuhi unsur yang terdapat dalam 
Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal 
peraturan perudang-undangan yang menjadi dasar putusan, disertai 
dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.  
7. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis Hakim 
Pada lembar terakhir pada Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg tertulis:  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim pada hari SELASA, tanggal 01 November 2011 oleh kami 
:...................................................................................................................... 
Analisis Penulis :  
Dari kutipan putusan di atas, terdapat kata “rapat permusyawaratan 
Majelis Hakim” beserta hari dan tanggal diadakannya yakni hari Selasa, 
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tanggal 01 November 2011. Artinya, dapat disimpulkan bahwa putusan ini 
telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf g 
KUHAP. 
8. Pernyataan Kesalahan Terdakwa 
Pernyataan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg ini telah disebutkan sebelumnya di bagian 
syarat pasal peraturan perudang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan yang kemudian dipertegas lagi dalam amar putusan yang 
berbunyi sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa Ardi Syam bin Abustang tersebut di atas, 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain 
Meninggal Dunia”, 
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
bulan; 
3. Menetapkan masa penahahan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Analisis Penulis :  
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Berdasarkan bunyi amar putusan di atas, maka penulis 
berkesimpulan bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf 
i KUHAP telah terpenuhi menurut hukum. 
9. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti 
Mengenai pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti 
dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg dimuat dalam 
pertimbangan putusan dan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa : 
 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa TNKB; 
 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter  DD 5343 QY; 
 Selembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter DD 5343 QY; 
 Selembar SIM C atas nama Ardi Syam bin Abustang; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh 
Penuntut Umum tersebut; 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor 
Kawasaki Ninja tanpa TNKB dan selembat SIM C atas nama Ardi Syam 
bin Abustang adalah milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus 
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ardi Syam bin 
Abustang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter DD 5343 QY dan 
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selembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter DD 5343 QY adalah milik 
Herman bin Umar sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada 
yang berhak yaitu Herman bin Umar. Sehingga barang bukti tersebut 
harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Herman bin Umar. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan 
Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari 
pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk 
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini. 
M  E  N  G  A  D  I  L  I 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................... 
4. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa TNKB; 
 Selembar SIM C atas nama Ardi Syam bin Abustang; 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ardi Syam bin 
Abustang; 
 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter DD 5343 QY; 
 Selembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter DD 5343 QY; 
Dikembalikan keapda yang berhak yaitu Herman bin Umar; 
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5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). 
Analisis Penulis : 
Unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP adalah 
(1) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan (2) ketentuan mengenai barang 
bukti. Dari kutipan putusan mengenai biaya perkara dan barang bukti di 
atas  telah dijelaskan dengan jelas bahwa barang bukti yang sebelumnya 
disita demi kepentingan pemeriksaan dikembalikan kepada pihak yang 
berhak atas barang tersebut dan biaya perkara yang dibebankan kepada 
Terdakwa. Hal ini telah cukup untuk menyimpulkan bahwa Putusan 
Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg telah memenuhi unsur yang terdapat 
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP. 
10. Penjelasan tentang Surat Palsu 
Dikarenakan dalam perkara ini, tidak ditemukan surat otentik apapun 
yang dipalsukan maka ketentuan mengenai surat palsu yang terdapat 
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf j KUHAP ini dapat diabaikan untuk tidak 
dicantumkan dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg. 
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11. Perintah Supaya Terdakwa Ditahan, atau Tetap dalam 
Tahanan, atau Dibebaskan 
Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ini 
TIDAK DITEMUKAN dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg. 
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan lanjutan yang terdapat dalam Pasal 
197 ayat (2) KUHAP, tidak dipenuhinya syarat yang terdapat dalam 
ketentuan ini seharusnya mengakibatkan putusan tersebut batal demi 
hukum. 
12. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim 
yang Memutus dan Panitera 
Pada lembar terakhir Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg 
tertulis : 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim pada hari SELASA, tanggal 01 NOVEMBER 2011 oleh kami : 
SLAMET SURIPTO, SH.MHUM selaku Ketua Majelis, RATIH 
WIDAYANTI, SH dan NURINDAH PRAMULIA, SH, masing-masing 
sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari 
dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua 
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis 
tersebut, dengan dibantu oleh MUH. TERTIB BUNNA Panitera Pengganti 
Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, SH., 
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan Terdakwa. 
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Analisis Penulis : 
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP 
adalah hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus dan nama panitera. Dari kutipan putusan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf l KUHAP telah dipenuhi oleh putusan tersebut. 
B. Implikasi Yuridis Atas Putusan Yang Tidak Memenuhi Syarat 
Sahnya Putusan Pemidanaan 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 197 KUHAP 
mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat putusan 
pemidanaan. Tidak terpenuhinya syarat yang diajukan Pasal 197 KUHAP 
tersebut dapat mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum. 
Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum berakibat 
putusan tersebut :75 
 Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula; 
 Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan 
akibat hukum; 
 Dengan demikian, putusan yang batal demi hukum sejak semula 
putusan itu sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak 
dapat dilaksanakan. 
                                                             
75 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP... Op. Cit, hlm. 
385 
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Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimanakah sifat 
kebatalan dalam frase “batal demi hukum” dari akibat putusan yang tidak 
memenuhi syarat sahnya putusan pemidanaan? Apakah putusan tersebut 
secara otomatis batal demi hukum ataukah diperlukan pembatalan oleh 
institusi pengadilan yang lebih tinggi? Bagaimanakah implikasinya baik 
terhadap dunia penegakan hukum maupun terhadap terpidana yang 
notabene berada di pihak yang berpotensi dirugikan disini? 
Yusril Izha Mahendra, praktisi hukum sekaligus akademisi di 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyebutkan Pasal 197 ayat (2) 
KUHAP telah menyatakan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur Pasal 
197 ayat (1) KUHAP “mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Putusan 
pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (Venrechtswege nietig atau ab 
initio legally null and void) artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah 
ada (never existed). Karena dianggap tidak pernah ada, maka putusan 
demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat 
hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya 
tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor 
putusan pengadilan.76  
Perlu diingat bahwa Indonesia berasaskan negara hukum, yang 
artinya setiap tindak tanduk negara dalam mengambil tindakan terhadap 
warga negaranya haruslah berdasarkan pada hukum. Prinsip the rule of 
                                                             
76 Yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-
hukum/ , diakses pada tanggal 2 Juni 2014 pada pukul 19.00 WITA. 
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law harus dijunjung tinggi, negara harus mampu menjamin bahwa 
penanganan perkara pidana dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang 
berlaku dan prosedur hukum tersebut haruslah berdasarkan pada 
penghormatan terrhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap 
individu tanpa terkecuali. 
Dalam permasalahan mengenai sifat kebatalan dalam frase “batal 
demi hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP ini, 
walaupun yang membatalkan putusan tersebut adalah undang-undang itu 
sendiri namun dalam penerapannya diperlukan pembatalan oleh institusi 
pengadilan yang lebih tinggi atau institusi pengadilan yang berwenang 
untuk membatalkan putusan yang tidak memenuhi syarat sahnya putusan 
pemidanaan tersebut. 
Hal ini bertitik tolak pada prinsip sifat batal demi hukum (van 
rechtsweenietig) atau null and void tidak murni dan tidak mutlak.77 Prinsip 
ini mengajarkan bahwa sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu 
yang batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum disini tidak 
serta merta dapat dengan sendirinya terjadi, diperlukan insititusi yang 
lebih tinggi atau institusi yang berwenang untuk menyatakan sesuatu itu 
batal demi hukum. 
Penerapan prinsip ini kemudian diimplemantasikan dalam 
yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut : 
                                                             
77 Ibid., hlm. 387 
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 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 
K/Pid/1988., yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi batal 
demi hukum karena dinilai salah menerapkan hukum dengan tidak 
mencantumkan syarat-syarat yang  diatur dalam Pasal 197 ayat (1) 
huruf b juncto huruf k juncto ayat (2) KUHAP. 
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 402 
K/Pid/1987., yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi batal 
demi hukum karena telah salah dalam menerapkan hukum dengan 
tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c dan f juncto 
ayat (2) KUHAP. 
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 885 
K/Pid/1985, yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi batal 
demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang dimuat 
dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e juncto ayat (2) KUHAP.  
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 924 
K/Pid/1987, yang menyatakan batal demi hukum putusan 
Pengadilan Tinggi  karena tidak mencantumkan ketentuan Pasal 
197 ayat (1) huruf c dan e juncto ayat (2) KUHAP. 
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572 
K/Pid/1984, yang menyatakan batal demi hukum putusan 
Pengadilan Negeri karena tidak sempurna menerapkan ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) 
KUHAP. 
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 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 694 
K/Pid/1984., yang menyatakan putusan Pengadilan Tinggi batal 
demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 aya (1) 
huruf c juncto ayat (2) KUHAP. 
Diharuskannya pernyataan pembatalan putusan dari institusi 
pengadilan yang lebih tinggi ini mengakibatkan putusan sebelumnya, 
walaupun secara jelas dan nyata seharusnya batal demi hukum, dianggap 
benar dan sah sepanjang tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan 
putusan tersebut. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip kedudukan 
kekuasaan pengadilan yang menyebutkan suatu putusan selamanya akan 
dianggap benar dan sah sepanjang tidak ada putusan lain yang 
membatalkan putusan tersebut. 
Namun, harus diingat pula bahwa hal tersebut tidak boleh 
mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa yang jika dalam hal ini 
terjadi maka para penegak hukum justru melanggar tujuan dari KUHAP itu 
sendiri yang bersendi pada penghormatan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, 
pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu putusan yang batal demi 
hukum dapat mengajukan pembatalan atas putusan tersebut dari instansi 
pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi pengadilan yang 
berwenang. 
Pengajuan pembatalan terhadap putusan yang belum memperoleh 
kekuatan hukum tetap dapat diajukan pada tingkat proses banding 
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maupun pada tingkat proses kasasi. Terhadap putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, pengajuan pembatalan putusan dapat 
dilakukan dengan mengajukan pembatalan putusan ke pengadilan yang 
memutus putusan tersebut.  
Namun sulitnya proses mengenai pembatalan putusan pengadilan ini 
belum diatur secara eksplisit di dalam KUHAP. Oleh karena itu, aparatur 
penegak hukum dituntut untuk bertindak secara inovatif atas 
permasalahan proses pembatalan putusan pengadilan ini. Acuannya, 
jangan sampai seorang terdakwa dirugikan karena dieksekusi oleh 
putusan yang batal demi hukum. Selain itu, proses pengajuan pembatalan 
putusan pengadilan ini juga diperlukan bagi aparatur penegak hukum agar 
terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya 
karena proses pembatalan putusan ini juga merupakan proses perbaikan 
terhadap putusan tersebut. 
Pembatalan putusan pengadilan dapat diajukan kepada pengadilan 
yang memutus perkara pada tingkat terakhir:78 
 Jika putusan yang batal demi hukum yang secara formal telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan putusan Pengadilan 
Negeri, pernyataan batal dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan dan Pengadilan Negeri inilah yang melakukan 
perbaikan; 
                                                             
78 Ibid., hlm. 388  
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 Jika putusan yang batal demi hukum itu berupa putusan Pengadilan 
Tinggi dalam tingkat banding, dan secara formal putusan tersebut 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengajuan pembatalan 
disampaikan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 
dialah yang berwenang untuk memperbaikinya; 
 Kalau putusan yang batal demi hukum itu merupakan putusan 
Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pengajuan pernyataan batal 
disampaikan kepada Mahkamah Agung, dan dialah yang 
berwenang dan berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan 
dimaksud. 
Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan atas putusan 
batal demi hukum ini adalah : 
 Terdakwa atau Terpidana; 
 Penasehat hukum; dan 
 Jaksa 
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 
1985, diberikan petunjuk sebagai berikut : 
 Di dalam praktek pernah dijumpai adanya putusan pengadilan yang 
sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat 
kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
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 Pada waktu putusan tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa, 
Terpidana berkeberatan karena menganggap putusan itu batal 
demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP; 
 Sehubungan dengan hal tersebut diberikan petunjuk sebagai 
berikut: 
 Dalam hal Terpidana mengajukan keberatan jika putusan 
tersebut dieksekusi oleh Jaksa, maka Jaksa supaya 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri/Pengadilan Tinggi agar memutus lagi perkara tersebut. 
 Setelah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi menerima 
permohonan tersebut maka Majelis Hakim yang bersangkutan 
membuka kembali persidangan kemudian mengucapkan lagi 
putusan atas perkara tersebut. 
 Terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali 
kesempatan untuk mengajukan permohonan banding/kasasi. 
Dengan pengajuan pernyataan pembatalan putusan ditambah 
dengan petunjuk SEMA diatas, maka dapat tergambarkan tentang 
bagaimana proses pembatalan dan perbaikan atas putusan yang batal 
demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (1) juncto ayat (2) KUHAP. Jika 
susunan majelis hakim berbeda dengan putusan sebelumnya, maka 
berlakulah ketentuan Pasal 157 ayat (3) KUHAP, yakni perkara wajib 
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“diadili ulang” namun dalam penerapan ketentuan Pasal 157 ayat (3) 
KUHAP ini pun tentu:79  
 Dapat ditempuh pemeriksaan dengan performa berdasarkan berita 
acara pemeriksaan yang lalu; 
 Masih dimungkinkan mengajukan saksi tambahan baik dari pihak 
terdakwa maupun penuntut umum. 
Dengan berbedanya Majelis Hakim yang bersidang, dianggap 
pemeriksaan yang lalu tidak mempunyai kekuatan lagi dan tidak mengikat 
kepada majelis tersebut. 
Perihal tenggang waktu dalam mengajukan pembatalan dan 
perbaikan putusan ini, Yahya Harahap dalam pemikiran realistisnya 
membagikan masa tenggang waktu untuk mengajukan pernyataan 
pembatalan putusan kedalam tiga kategori sebagai berikut:80 
 Berpikir secara realistis, jika keadaan batal demi hukum baru 
diketahui sesudah hukuman selesali dijalani, adalah pecuma untuk 
mengajukan pernyataan pembatalan putusan. Hal ini disebabkan 
pengajuan pernyataan pembatalan putusan lebih mendatangkan 
mudarat ketimbang keuntungan bagi Terpidana karena dengan 
pengajuan pernyataan pembatalan putusan, maka dimungkinkan 
untuk dibukanya lagi persidangan yang tentu akan menguras waktu 
                                                             
79 Ibid., hlm. 389 
80 Ibid., hlm. 391 
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dan tenaga Terpidana ditambah dengan Majelis Hakim relatif akan 
lebih memilih konsisten dengan hukuman semula pada putusan 
perbaikan mengingat Terpidana telah menjalani pemidanaannya. 
 Kalau hukuman yang dijalani baru sebagian (setengah atau dua 
pertiga maupun empat perlima), masih relevan bagi Terpidana 
untuk mengajukan pernyataan pembatalan dan perbaikan putusan 
demi untuk tegaknya hukum dan undang-undang. Dikatakan masih 
releven karena ada kemungkinan dalam putusan perbaikan akan 
mengurangi masa hukuman yang akan dijalani dengan cara 
informal dengan jalan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. 
 Jika sama sekali tidak ada pengajuan pernyataan batal dan 
perbaikan putusan, maka berlakulah prinsip kedudukan kekuasaan 
pengadilan.  Maksudnya, putusan tersebut selamanya akan 
dianggap benar dan sah sepanjang tidak ada pihak yang bisa 
membuktikan sebaliknya. 
Dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., seperti yang 
penulis kemukakan di bab sebelumnya, tidak ditemukan unsur Pasal 197 
ayat (1) huruf k KUHAP. Berdasarkan putusan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, 
seharusnya putusan tersebut berakibat batal demi hukum. 
Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
Sengkang, maka selanjutnya ditemukan alasan mengapa unsur tersebut 
tidak dimasukkan kedalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg.  
Berdasarkan wawancara penulis kepada Hakim Jusdi Purnawan, S.H., 
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dan Hakim Jusdi Purmawan, S.H., M.H., yang pada intinya menyatakan 
bahwa ketentuan mengenai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merupakan 
kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh Hakim karena ketentuan 
mengenai penahanan merupakan kewenangan Hakim dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.  
Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan pendapat Hakim di 
atas, karena pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dengan jelas 
menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya syarat yang diajukan pada Pasal 
197 ayat (1) KUHAP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. 
Hal ini memberikan pernyataan tegas bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) 
KUHAP juncto ayat (2) KUHAP bersifat mandatory atau imperatif dan 
bukan bersifat diskresioner sebagaimana diungkapkan oleh kedua hakim 
di atas. 
Atas dasar tersebut, Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., 
seharusnya batal demi hukum, yang berimplikasi putusan tersebut 
dianggap tidak pernah ada dan tidak memliki daya eksekusi. Namun 
implikasi batalnya putusan tersebut tidaklah bersifat mutlak karena 
diperlukan pernyataan batal demi hukum atas putusan tersebut dari 
insititusi yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri 
Sengkang. Hal ini diperkuat dengan adanya prinsip kedudukan kekuasaan 
pengadilan yang menyatakan setiap putusan pengadilan harus dianggap 
benar dan sah sampai ada putusan lain yang membatalkan putusan 
tersebut. 
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Untuk itu, maka terbuka kesempatan bagi Terpidana untuk 
mengajukan pernyataan pembatalan putusan dengan proses yang telah 
penulis uraikan di atas. Selain itu, karena selama penelitian di Pengadilan 
Negeri Sengkang, penulis menemukan fakta bahwa Ketua Mejelis Hakim 
yang mengadili pada Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., tidak 
lagi berdinas di Pengadilan Negeri Sengkang, maka berdasarkan Pasal 
157 ayat (3) KUHAP, perkara ini wajib “diadili ulang” apabila Terpidana 
mengajukan pernyataan pembatalan atas putusan tersebut. 
Atas dasar itu, karena dalam hal ini Terpidana Ardi Syam bin 
Abustang telah menjalani proses pemidanaannya, maka penulis sarankan 
kepada Ardi Syam bin Abustang untuk tidak mengajukan pernyataan 
pembatalan putusan ini karena akan lebih mendatangkan mudaratnya 
bagi beliau ketimbang keuntungannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut : 
1. Dalam penerapan hukum pidana formil khususnya mengenai syarat 
sahnya putusan pemidanaan, maka pada Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., terdapat syarat yang tidak dipenuhi 
oleh putusan tersebut yakni syarat yang diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi,”perintah supaya terdakwa 
ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”.  
2. Tidak dipenuhinya syarat formil yang diatur dalam Pasal 197 ayat 
(1) huruf k KUHAP tersebut pada Putusan Nomor: 
153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., mengakibatkan implikasi yuridis berupa 
putusan yang batal demi hukum. Namun, implikasi batalnya 
putusan tersebut tidaklah bersifat mutlak karena harus melalui 
pernyataan batal oleh insitusi yang berwenang untuk itu yang 
dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sengkang.  
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B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum pada 
umumnya dan Hakim pada khususnya, sebagai penyelenggara 
proses peradilan di negeri ini, untuk lebih memperhatikan 
kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan apa 
yang diatur di dalam KUHAP. 
2. Penulis menyarankan kepada Terdakwa Ardi Syam bin Abustang 
agar tidak mengajukan pernyataan pembatalan atas Putusan 
Nomor: 153/Pid.Sus/2011/PN.Skg., karena akan lebih 
mendatangkan mudaratnya bagi beliau ketimbang keuntungannya. 
3. Penulis menyarankan kepada Tim Penyusun KUHAP yang baru 
agar memperjelas bagaimana proses yang harus ditempuh baik 
oleh Terdakwa maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan 
putusan yang batal demi hukum akibat tidak dipenuhinya ketentuan 
Pasal 197 ayat (1) juncto ayat (2) KUHAP. 
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